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Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya,
sehingga laporan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi ebijakan euangan Daerah
dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan euangan Pemerintah Daerah” ini
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Bimbingan Teknis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD serta perangkat daerah dalam mengintegrasikan kebijakan keuangan daerah
dengan optimalisasi PAD, khususnya dalam proses penyusunan Raperda Laporan euangan

Pemerintah Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai
pelaksanaan kegiatan, mulai dari latar belakang, tujuan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah
dicapai. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi
dalam penyelenggaraan kegiatan serupa di masa yang akan datang, guna mewujudkan tata
kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

ami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh
karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan laporan

ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan
Bimbingan Teknis ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,
semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas tata
kelola keuangan daerah. ami juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD dan Sekretariat
DPRD abupaten Purbalingga yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bimbimgan Teknis ini.

Semarang, Mei, -, .
epala LPPM,

Ana Wahyuni, S.Si., M. om.
N®ON. -. -1-. 23-3
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam
penyelenggaraan pemer ntahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan dan pen ngkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam
era otonom daerah, pemer ntah daerah d tuntut untuk mampu mengelola keuangan
secara transparan, akuntabel, efekt f, dan ef s en sebaga bentuk pertanggungjawaban
kepada publk. Transparans dan akuntabltas menjad prnsp utama dalam
memast kan bahwa setap proses perencanaan, pelaksanaan, hngga pelaporan
keuangan dapat dawas dan d pertanggungjawabkan sesua dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Salah satu nd kator pent ng dalam penguatan pengelolaan keuangan daerah
adalah opt mal sas Pendapatan Asl Daerah (PAD). PAD mem | k peran strateg s dalam
men ngkatkan kemand r an fskal daerah, karena mencerm nkan kemampuan daerah
dalam menggal dan mengelola potens ekonom lokal secara mandr. T ngg nya
kontr bus PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan
member kan ruang fskal yang leb h luas bag pemer ntah daerah dalam menentukan
pr or tas pembangunan dan men ngkatkan kual tas pelayanan publ k. Namun dem k an,
mas h terdapat tantangan dalam opt mal sas PAD, sepert rendahnya kepatuhan waj b
pajak, keterbatasan s stem pengelolaan, serta belum opt malnya pemanfaatan potens

daerah.



D ss lan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan
, euangan Pemer ntah Daerah (Raperda L, PD) merupakan bag an krus al dalam s klus
pengelolaan keuangan daerah sebaga bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBD. Raperda L, PD t dak hanya berfungs sebaga dokumen adm n strat f, tetap juga
sebaga nstrumen e-aluas knerja keuangan daerah yang mencerm nkan t ngkat
transparans dan akuntab |tas pengelolaan keuangan. Namun dalam prakt knya,
penyusunan Raperda L, PD mash menghadap berbaga tantangan, antara lan
keterbatasan kapastas sumber daya manusa, belum optmalnya koord nas antar
perangkat daerah, serta kendala dalam pemanfaatan s stem nformas keuangan yang
ter ntegras .

Selan tu, dnamka regulas yang terus berkembang serta tuntutan
pen ngkatan kual tas laporan keuangan, termasuk dalam rangka memperoleh op n
terbak dar lembaga pemerksa, menuntut pemerntah daerah untuk terus
men ngkatkan kompetens dan profes onal sme aparatur. Proses penyusunan dan
pembahasan Raperda L, PD juga memerlukan ketel t an, ketepatan waktu, serta s nerg
yang kuat antara eksekutf dan legslatf agar menghas lkan produk hukum yang
berkual tas dan sesua dengan prnsp tata kelola pemer ntahan yang bak (good
go-ernance).

Dengan dem k an, d perlukan upaya strateg s melalu pen ngkatan kapas tas,
pemahaman regulas, serta penguatan snerg antar pemangku kepentngan dalam
pengelolaan keuangan daerah. Hal n pentng guna mendorong optmalsas PAD,
men ngkatkan kual tas penyusunan Raperda L, PD, serta mewujudkan pengelolaan

keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan beror entas pada pelayanan publ k.



B. / aksud dan Tujuan

/ aksud dan tujuan dadakannya kegatan Bmbngan Tekns n adalah

sebaga ber kut O

1.

/ en ngkatkan kapas tas dan pemahaman peserta dalam meny nerg kan keb jakan
keuangan daerah dengan opt mal sas PAD dalam penyusunan Raperda L, PD.

/ emaham keb jakan dan regulas terbaru terka t pengelolaan keuangan daerah.

/ en ngkatkan pemahaman tentang peran PAD dalam struktur keuangan daerah.

/ en ngkatkan kual tas penyusunan Raperda L, PD.

/ engopt malkan peran DPRD dalam fungs leg slas, anggaran, dan pengawasan.
/ endorong s nerg antara eksekutf dan legslatf dalam pengelolaan keuangan

daerah.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandas keg atan B mb ngan Tekns n adalah sebaga

ber kutO

UUD Negara Republ k Indones a Tahun 1512

Undang 6 Undang No. 2. Tahun 2711 tentang Pemer ntah Daerah
Undang-Undang No. 1. Tahun 2715 tentang Perubahan , et ga Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2711 Tentang / ajel s Permusyawaratan Rakyat (/ PR),
Dewan Perwak lan Rakyat (DPR), Dewan Perwak lan Daerah (DPD), dan Dewan
Perwak lan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan / enter Dalam Neger Nomor 21 Tahun 2711 tentang Perubahan
, edua atas Peraturan / enter Dalam Neger Nomor 1. Tahun 2773 tentang

Pedoman Pengelolaan , euangan Daerah.



2.

Surat ljn Nomor 952.. :3131:BPSD/ Tahun 2727 dar Badan Pengembangan
Sumber Daya / anusa , ementeran Dalam Neger RI yang telah d perbaharu
dengan Surat Iljn Nomor 952. :8277:BPSD/ Tahun 2722 tentang
Penyelenggara Pendalaman Tugas bag P mp nan dan Anggota DPRD Pro- ns dan
DPRD , abupaten:, ota d ; layah Pro- ns Jawa Tengah.

Permendagr Nomor 3 Tahun 2721 tentang Orentas dan Pendalaman Tugas

Anggota DPRD Pro- ns dan Anggota DPRD , abupaten:, ota.



BAB i
REN4ANA , EGIATAN

Organ sas Penyelenggara

Nama organ sas penyelenggara adalah Lembaga Penel t an dan Pengabd an
, epada / asyarakat (LPP/ ) Un -ers tas A, |, berkedudukan d JI. Imam Bonjol No. 12 -

18 Semarang.

; aktu dan Tempat

; aktu dan tempat penyelenggaraan B mb ngan Tekn s d laksanakan selama 1
(empat) har, terh tung mula tanggal 11 sampa dengan 11/ e 2723, d Hotel “Grand

, arl ta@l. S. Parman No. 253, Purwokerto - Banyumas 2. 111.

Tema dan / ater

Tema Bmbngan Tekns @nerg ,ebjakan , euangan Daerah dan
Opt mal sas PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan , euangan Pemer ntah Daerah@
[ ater O

1. Struktur dan Penyusunan Raperda Laporan , euangan Pemer ntah Daerah (L, PD)
2. Snerg , ebjakan , euangan Daerah dengan PAD dalam L, PD

, omun kas Publ k dan / ed a Handl ng
1. Aocus Group D scuss on (AGD)

Narasumber

Narasumber B mb ngan Tekn s n adalah sebaga ber kut O
1. RnoRo, ent,SSTP., / /. (Dtjen B na, euangan Daerah , emendagr)

2. Berl an Thaeba Noe-us, 4.PS. (Publ c Speak ng Tra ner)

-2-



E. / etode dan Tekn k Pembelajaran

/ etode dan tekn k pembelajaran yang d gunakan dalam B mb ngan Tekns n
adalah O
1. 4eramah Bpenyampa an mater oleh narasumber secara terstruktur sesua dengan
top k yang d sampa kan
2. Dskus dan Tanya Jawab Bpeserta d ber kan kesempatan untuk bertanya kepada
narasumber seh ngga penyaj an menjad d nams, menar k dan nteraktf seh ngga

t dak membosankan.

A Pemb ayaan

B aya penyelenggaraan Bmbngan Tekns n bersumber pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) , abupaten Purbal ngga Tahun Anggaran 2723,

dengan nom nal set ap peserta adalah sebesar C Rp. 3.777.777,- (enam juta rup ah).

G. Sertfkat

Peserta yang telah meng kut keg atan B mb ngan Tekns dengan bak akan
memperoleh Sert f kat yang d keluarkan oleh Un -ers tas A, | dengan nomor reg stras
Sert f kat dar Badan Pengembangan Sumber Daya / anus a , ementer an Dalam Neger
Republ k Indones a, yang mana sertfkat yang dmaksud pada halaman depan
bertandatangan Rektor Un -ers tas A, | dan halaman belakang bertandatangan , epala

LPP/ Un-erstas A, I.



BAB il
REALISASI , EGIATAN

Susunan Acara Pembukaan

,egatan Bmbngan Tekns “Snerg ,ebjakan , euangan Daerah dan
Opt mal sas PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan , euangan Pemer ntah Daerah@
d buka pada har Selasa tanggal 12 / e 2723 dan d kut oleh P mp nan dan Anggota
DPRD Dewan Perwak lan Rakyat Daerah , abupaten Purbal ngga sebanyak 15 orang.

Adapun rangka an acara pembukaan adalah sebaga ber kut O
1. Pembukaan
2. / enyany kan Lagu Indones a Raya
Pembacaan Dola
1. Sambutan 6 sambutan O
Pertama ORektor Un -ers tas A, |
(Ibu Prof. Dr. Tr Purwan, SE.,/ / .)
Pertama O, etua DPRD , abupaten Purbal ngga
(H.R. Bambang Irawan, S.H., S.Sos., / ./ .)
2. Pembukaan Acara B mb ngan Tekn s Secara S mbol s oleh , etua DPRD , abupaten
Purbal ngga
3. Aoto Bersama

8. Penutup



Susunan Acara Penutupan

, €g atan Bmbngan Tekns “Snerg , ebjakan , euangan Daerah dan

Opt mal sas PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan , euangan Pemer ntah Daerah@
dtutup pada har , ams tanggal 11 / e 2723, dengan rangkaan susunan acara
sebaga ber kut O
1. Pembukaan
2. Sambutan sekal gus penutupan

; ak |, etua DPRD , abupaten Purbal ngga Ibu Hj. Tenny Jul awaty, S.EE.,/ .S.

Penutupan Acara B mb ngan Tekn s Secara S mbol s
1. Aoto Bersama

2. Penutup

Peserta

Peserta yang meng kut B mbngan Tekns sebanyak 15 (empat puluh
semb lan) orang yang terdr dar Pmpnan dan Anggota DPRD , abupaten

Purbal ngga. (Daftar had r terlamp r).

T ndak Lanjut

Setelah menyelesa kan keg atan B mb ngan Tekn s, para peserta d bekal oleh
seluruh makalah dan mater yang telah dsampakan. / ater yang dsampakan

d harapkan dapat d gunakan sebaga bahan pembuatan rencana tdak lanjut (acton

plan).



1.

Ber kut rencana t ndak lanjut yang dapat d laksanakan antara lan O
/ elakukan koord nas dan snkronsas antar perangkat daerah dalam rangka
penyelarasan keb jakan keuangan daerah dengan penyusunan Raperda Laporan
, euangan Pemer ntah Daerah.
/ en ngkatkan kapas tas aparatur pengelola keuangan daerah melalu pendamp ngan
tekn s, mon tor ng, dan e-aluas terhadap mplementas has | b mb ngan tekns.
/ engopt malkan potens Pendapatan Asl Daerah (PAD) melalu dentfkas sumber-
sumber pendapatan daerah yang dapat dtngkatkan secara efektf dan sesua
ketentuan peraturan perundang-undangan.
/ enyusun langkah strategs dalam pen ngkatan kualtas pengelolaan keuangan
daerah yang transparan, akuntabel, dan berbas s k nerja.
/ elakukan percepatan penyusunan Raperda Laporan , euangan Pemer ntah Daerah
sesua standar akuntans pemer ntahan dan ketentuan regulas yang berlaku.
/ enguatkan fungs pengawasan dan e-aluas terhadap pelaksanaan keb jakan
keuangan daerah guna mendukung tata kelola pemer ntahan yang ba k.
/ en ndaklanjut has| rekomendas narasumber dan has| dskus peserta sebaga
bahan penyempurnaan keb jakan serta perba kan adm n stras pengelolaan keuangan
daerah.
/ endorong terc ptanya s nerg antara eksekutf dan legslatf dalam mendukung
opt mal sas PAD dan pembahasan Raperda Laporan , euangan Pemer ntah Daerah

secara efekt f dan tepat waktu.



E. Sarana dan Prasarana

,egatan Bmbngan Tekns dselenggarakan d Hotel Grand , arlta
Purwokerto, dengan sarana dan prasarana sebaga ber kut O

1. Akomodas
Akomodas peserta berupa tempat peng napan dengan hotel berb ntang yang
nyaman bag pelaksanaan B mb ngan Tekn s dan konsums yang ba k bag peserta.
2. | ed a Pembelajaran
/ ed a pembelajaran yang d gunakan adalah laptop, L4D projector, sound system,
Al p 4hart, alat tul s untuk peserta, dan fotocopy mater bahan ajar.
Semnar, t

Peserta B mb ngan Tekn s mendapatkan fas | tas Sem nar , t.

-17 -



BAB IV
HASIL EVALUASI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : http:// bpsdmd.jatengprov.go.id Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 21 Mei 2026

Nomor : B/800.2.4.6/575/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1(satu) Dokumen

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan

Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Yth. Ketua LPPM Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI)
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 6 tahun 2024 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka
penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota,
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu = 3,5
dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota

DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh
LPPM Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI) Semarang di Hotel Grand Karlita
Purwokerto, mulai tanggal 11 sampai dengan 14 May 2026, dari pagi, siang hingga
sore hari mulai pukul 08.00 s/d 17.15 WIB

2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota
DPRD Kabupaten Purbalingga , dalam kategori Cukup Memuaskan, dan Dibawah

target capaian sasaran mutu, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-11 -



CAPAIAN NILAI CAPAIAN MUTU
CN KRITERIA CM | KRITERIA

NO ASPEK

1 Program 77,60 Cukup Memuaskan | 3,10 DBCM

2 | Layanan Administrasi | 76,56 Cukup Memuaskan | 3,06 DBCM

3 | Fasilitas Penunjang 75,78 Cukup Memuaskan | 3,03 DBCM

Rata-rata........ 76,65 Cukup Memuaskan | 3,07 DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga,
berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana

terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,

Pembina Utama Madya
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.

3. Rektor Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI) Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan cleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-12-
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/ EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Periode 11 s.d. 14 Mei 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

Jawa Jengah
‘j CORPORATE .
UNIVERSI {Y

R T T e RN | -

e i
o Yo T R — -

T e -

Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon ©24-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id




A.

LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari
Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten /
Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur

tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;

2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas

3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada

penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik

pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai
Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala
yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau
kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi
operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah

sebagai berikut :

(ixmo)af(R X?5)+(Lx50)f(m x25)
JR JR JR JR
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e Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
1) Kurang
2) Cukup
3) Baik
4) Sangat Baik

e Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00 Tidak Memuaskan
60.01 - 70,00 Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00 Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00 Memuaskan
90.01 - 100.00 Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu
Capaian mutu merupakan standar mutu yvang ada di BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan
Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian
Mutu sebesar = 3,50 dari skala 4,0.

0s.d. 3.49 Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)

3.50s.d.4.00 Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3.  Persepsi Negatif / Positif
Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kurang /2 * 100%
Persepsi Positif = Respon Sangat + Respon Cukup /2 * 100%
Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu
tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan : Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga

Periode : 11 s.d 14 Me1 2026

Jumlah Peserta : 48 orang

Jumlah Responden : 48 orang

Tanggal Evaluasi : 13 Mei 2026

F. HASIL EVALUASI
Sebagaimana terlampir.

-15 -



G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan
Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang
ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 76,65 dengan Capaian Mutu (CM) berada
pada indeks 3,07 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran
Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari
peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :
a) Materi harus disessuiakan dengan kondisi lokal Kab. Purbalingga
b) Evisiensi waktu, kurang on time
¢) Materi untuk lebih tajam dan detail
d) Bimtek selanjutnya untuk lebih ditingkatkan
e) Materi untuk dipertajam ke pertanggungjawaban APBD

Mengetahui,
Sub Koordinator

Pengendalian Mutu dan Kerjasama

7

Mochdmad Said, SH, MH
Pembina
NIP. 196712031987031003

-16 -
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BAB V
PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Sinergi Kebijakan
Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan aperda Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah” ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan sekaligus dokumentasi atas seluruh rangkaian pelaksanaan Bimbingan Teknis.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan
pemahaman, kapasitas, serta kemampuan dalam menyelaraskan kebijakan keuangan
daerah dengan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD(, sehingga proses
penyusunan aperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat terlaksana se)ara
efektif, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh narasumber, peserta, panitia pelaksana, serta pihak-pihak terkait yang
telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat berjalan
dengan baik dan lan)ar.

Semoga hasil dari kegiatan Bimbingan Teknis ini dapat menjadi pedoman dan
bahan tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang
profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami u) apkan terima kasih.
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PENAWARAN




— UNIVERSITAS AKI

=
\ LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UniversitasAKM JI. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
- = —-‘// Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mal : [ppm@unak .ac. d, we( ) te: www.unak .ac. d

Nomor  : 007/PT/LPPM-UNAKI/IV/2026

Lampiran : Proposal Kegiatan
Perihal : Penawaran Bimbingan Teknis

Kepa a Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

(alam se)ahtera kami u, apkan, (emoga - apak/I.u .eserta keluarga selalu .era a
alam lin ungan Tuhan Yang Maha /sa an sukses alam men)alankan tugas-tugas
ke ewanan.

Peningkatan kapasitas Pimpinan an Anggota DPOD a alah hal mutlak lang harus
senantiasa ilaksanakan. - egitu pula engan . er. agai regulasi lang men)a i a,uan haruslah
senantiasa isosialisasikan agar ipahami an men)a i a,uan alam setiap tugas, peran, an
Aingsi . agi setiap Pimpinan an Anggota DPOD Provinsi an DPOD Ka.upaten/Kota se-
In onesia alam rangka meningkatkan proZsionalisme ker)a se. agai unsur penlelenggara
Pemerintahan Daerah.

Atas asar pemikiran terse. ut, maka . ersama surat ini kami Lem. aga Penelitian an
Penga. ian Kepa a Maslarakat 3. PPM4 Universitas AKI . er asarkan surat i)Jin ari -a an
Pengem. angan ( um. er Dala Manusia Kementerian Dalam Negeri OI No. 567.8/696: /- P( DM,
Tanggal 02 Desem. er 2020 lang telah iper. aharui engan surat i)Jin No. 567.8/7200/- P( DM,
Tanggal 96 Agustus 2022 . ermaksu menawarkan ker)Jasama Penlelengaraan Pen alaman
Tugas, Kegiatan - im. ingan Teknis . agi Pimpinan an Anggota DPOD Ka. upaten Pur. alingga
lang ilaksanakan i wilalah Provinsi Jawa Tengah engan tema : “Sinergi Kebijakan
Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Lap ran Keuangan
Pemerintah Daerah”.

A apun kegiatan akan ilaksanakan pa a:

Hari : (enin s. Kamis

Tanggal : 99 -9: Mei 2026

Tempat : Hotel “Grand Karlita” Jl. ( . Parman No. 266, Purwokerto - - anlumas 789: 9
Kontri. usi : 6.000.000,-/Peserta

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan untuk apat itin aklan)uti, engan
harapan apat ter)alin ker)asama lang .aik an .ermanZat. Kemu ian atas perhatiannnla
an ker)asamanla kami sampaikan terima kasih.

( emarang, 29 April 2026
Kepala LPPM,

Ana Wahyuni, S.Si., M.K m.
NIDN. 0609067708

Tem. usan :
9. Oektor Universitas AKI
2. ( ekretaris DPOD Ka. upaten Pur. alingga
8. Arsip



JADWAL
KEGIATAN




Tanggal 11 s.d. 14 Mei 202

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Ha&/Tanggal , Senin- 11 Mei 202

| Hotel “G&and Kadlita” P( § o*eédto

OoA(s G&( p DisA ssion (OGD)

Wa* {( Mate&/Kegiatan JP Nadas(. /e8Oasilitato&
14.00 1 12.00 | 34e* 1In 5 Regist&asi Pese&a Panitia 5 Pese&a
12.00 1 21.00 | Ma*an Mala. Panitia 5 Pese&a

21.00 6 Istida4at Panitia 5 Pese&a

Ha&/Tanggal , Selasa- 12 Mei 202

Wa*{( Mate&/Kegiatan JP Na&as(. /e§Oasilitato&
O .00 107.80 | Ma*an Pagi 6 Panitia 5 Pese&a
07.80 602.00 | UPASARA PEMBUKAAN ,

- Men%n9*an Lag( Ke/angsaan
Indonesia RaSa
- Doa Univeditas AKI
- Sa. /(tan Re*to&Unive&itas AKI 6 Ket( a DPRD
- Sa. /(tan Ket(a DPRD Ka/. P( & alingga
- Ooto Be&a. a
- Pen(t(p
02.00 1 11.4= | Mate& 1,
St& *t( &dan Pend s( nan Rape&a Lapoéan Rino Rio Kent- S.STP.- MM.
Ke( angan Pe. e&nta4 Dae&4 (LKPD) = (Ditjen Bina Ke( angan Dae&a4
Ke. endag®)
11.4=1 18.80 | Isti&a4at 1 Ma*an Siang 6 Panitia 5 Pese&a
18.80 1 17.1= | Mate& 2,
Sine&i Ke/ ija*an Ke( angan Dae&4 dengan Rino Rio Kent- S.STP.- MM.
PAD dala. LKPD = (Ditjen Bina Ke( angan Dae&a4
Ke. endag®)
Ha&/Tanggal , Ra/( - 18 Mei 202

Wa*{( Mate&/Kegiatan JP Nadas(. /edOasilitatoé
O .00 107.80 | Ma*an Pagi 6 Panitia 5 Pese&a
07.80111.1= | Mate& 8,

Ko. ( ni*asi P(/li* dan Medlia Handling _ Bedian T4ae/ a Noev( s- 3.PS.
(P(/liASpea*ing T&ine§
11.1=1 18.80 | Isti&a4at 1 Ma*an Siang 6 Panitia 5 Pese&a
18.80 1 17.1= | Mate& 4,

Pi. pinan DPRD/Univeé&itas AKI




Ha&/Tanggal , Ka. is- 14 Mei 202

Wa* t( Matedéi/Kegiatan JP Nadas(. /e&Oasilitatoé
O .00 10B.00 | Ma*an Pagi 6 Panitia 5 Pese&a
0OB.00 1 11.00 | Pe&. (san Hasil Dis*( si dan Eval( asi
Kegiatan 6 Pi. bi
. pinan DPRD
PENUTUPAN Univeitas AKI
11.00 1 12.00 | 34eX C(t 6 Panitia 5 Pese&a

DNote ,

JPE Ja. Pelajadan (1 JPE 1 F4=. enit)

Jad) al *egiatan dapat / e& / a4 ses( ai sit( asi dan *ondisi di lapangan




AKREDITASI
UNIVERSITAS
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PENUNJUKAN




PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JI.Onje No. 2A # ( 0281 ) 891058 Fax. ( 0281 ) 895052
PURBALINGGA 53311

Nomor
Lampiran:
Perihal

Tembusan:

Purbalingga, 4 Mei 2026

1751 q03 12026 Kepada Yth.

1 (satu) berkas Kepala LPPM Universitas AKI
. Penyelenggaraan Bintek Semarang

Bagi Pimpinan dan Anggota di-

DPRD Kabupaten Purbalingga SEMARANG

Menindaklanjuti surat dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI Nomor : 007/PT/LPPM-
UNAKI/IV/2026 tanggal 21 April 2026 perihal Penawaran Bimbingan Teknis, maka
bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dipelajari dan dikonsultasikan lebih
lanjut dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, pada prinsipnya
menyetujui dan akan mengirim 50 (Lima puluh) orang dari unsur Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti kegiatan Bimbingan
Teknis dengan catatan sebagai berikut:

1.  Waktu dan tempat penyelenggaraan adalah Hari Senin s.d. Kamis tanggal 11
s.d 14 Mei 2026 di Hotel Grand Karlita Purwokerto.

2. Materi Bintek dengan tema “Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan
Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah”

3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bintek berpedoman pada
Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas
Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima
kasih.

SEKRETARIS DPRD

Penibinz »
NIP. 1968082999001 1 002

Yth. Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga



T T —— X)
Universitas Aﬂ/

SURAT
PERUBAHAN
JUMLAH PESERTA




PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JI.Onje No. 2A 7 ( 0281 ) 891058 Fax. ( 0281 ) 895052

PURBALINGGA
53311

Purbalingga, 7 Mei 2026
Nomor : 175/100%/2026
Lampiran: - Kepada Yth.
Perihal : Ralat Jumlah Peserta Bintek Ketua LPPM Universitas AKI

DPRD Kabupaten Purbalingga Semarang
di-
SEMARANG

Dengan hormat, merujuk surat kami Nomor: 175/903/2026, tanggal 4
Mei 2026 Perihal Penyelenggaraan Bintek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Purbalingga pada tanggal 11 s.d. 14 Mei 2026 di Purwokerto dengan
jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang. Namun demikian, 1 (satu) orang
Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga dalam waktu yang bersamaan
menjalankan tugas lain sehingga tidak dapat mengikuti Bintek tersebut yaitu:

Nama . H. Aman Waliyudin, SE, M.S.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Fraksi . Partai Kebangkitan Bangsa.

Adapun sejumiah 49 (Empat puluh sembilan) Peserta dari Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Purbalingga yang lain dapat mengikuti Bintek sesuai dengan
ketentuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan kerjasamanya kami
sampaikan terima kasih.

Tembusan:
Yth. Bapak dan Ibu Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga
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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AKI

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS/BIMBINGAN TEKNIS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor Setwan :560/904/V /2026
Nomor Unaki : 009/PT/LPPM-UNAKI/V /2026

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang
bertanda tangan dibawah ini :

LI 0

Nama : EDHY SURYONO, S.Sos., MM.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat : J1. Onje No. 2A Purbalingga 53311

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Purbalingga dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

Nama : ANA WAHYUNI, S.Si., M.Kom.
Jabatan : Kepala LPPM Universitas AKI
Alamat : J1. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitan dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas AKI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangan

jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Bimbingan
Teknis melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

Halaman 1 dari 6

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA

2 A




10.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota DPRD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan atau
memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk
lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak baik dalam
pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan
Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan
kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga serta sebagai
wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Halaman 2 dari 6

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA
™

< A




Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang
dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan pelaksanaan
Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3
PESERTA
Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga Periode 2024 - 2029.

Pasal 4
PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga pada tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2026 adalah PIHAK KEDUA yaitu
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Purbalingga.
b. Berhak menerima berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi
pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga, hasil evaluasi dan pelaporan, serta sertifikat bagi peserta.

Halaman 3 dari 6

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA
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Menyerahkan biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga melalui transfer sebelum berlangsungnya
kegiatan ke Rekening BANK MANDIRI No : 136 - 00 - 1194936 - 6, An.
UNIVERSITAS AKI.

Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK
KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.

Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis dari PIHAK KEDUA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

a.

Berhak mendapatkan anggaran atau kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari Sekretariat DPRD
Kabupaten Purbalingga.

Melakukan permohonan rekomendasi dan koordinasi surat menyurat
pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
(BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Menyediakan seluruh aspek pembelajaran, bahan ajar, pemateri atau
narasumber/moderator/pendamping, akomodasi dan konsumsi serta seminar kit.
Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.

Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Bimbingan
Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 6
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Purbalingga pada hari Senin s.d Kamis tanggal 11 — 14 Mei 2026 di Hotel
“Grand Karlita” J1. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

Halaman 4 dari 6
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Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya kegiatan, semua
administrasi dan diterbitkannya sertifikat serta laporan kegiatan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan Kkegiatan Bimbingan
Teknis ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK
KEDUA.

2. Biaya kontribusi yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per
peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

" Purbalingga Tahun Anggaran 2026.

3. Tata cara pembayaran biaya kontribusi dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA

kepada PIHAK KEDUA, sebelum belangsungnya kegiatan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau
kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat
memenuhi kewajibannya (force majeure), seperti huru-hara, peperangan, makar,
revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/ angin topan,
pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau
PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas
menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi
terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk
meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat
dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Halaman 5 dari 6
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Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihin di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,
berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau
setelah pelaksanaan kegiatan diusahakan diselesaikan secara damai dengan
musyawarah antara kedua belah pihak.

2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian
perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari
2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu
asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRB._KA__I_B_I‘JPATEN PURBALINGGA KEPALA LPPM UNIVERSITAS AKI

0
ANA WAHYUNI, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0601067503

Halaman 6 dari 6
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PERMOHONAN

REKOMENDASI




UNIVERSITAS AKI

o N
A2 ) JI. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Universitas AKL_~ Telp. (02 ) 3552 555, Fax. (02 ) 3552 111

e-mail : ( ni) ersitasa, i- (na,i.a..id, 0 elsite: 000 .( na, i.a..id

Nomor : 208/SM/REK/UNAKI/V /2026

Lampiran : 1 bendel

Peri al : Permohonan Rekomendasi dan Monitoring
Kepada Yt .

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

Dengan ormat,

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Bimbingan , eknis,
bersama ini kami Rektor Universitas AKI bermaksud untuk menga.ukan Permo onan
Rekomendasi dan Monitoring kegiatan Bimbingan , eknis /ang akan diselenggarakan pada :

O ari : Senin s.d Kamis

, anggal :11 112 Mei 2026

Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga
3umla : 40 Srang

, empat Pelaksanaan : Ootel ¢ rand Karlita” 31. S. Parman No. 266, Pur7 okerto
Ban/umas 48121

Demikian surat permo onan ini kami sampaikan agar dapat diterima dan diberikan
rekomendasi. Atas bimbingan dan per atiann/a kami u9apkan terima kasi .

Semarang, 02 Mei 2026
Rektor,

Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.
NIDN. 060602: 101

, embusan ;

1. Kepala LPPM Universitas AKI
2. Arsip



REKOMENDASI

BPSDMD




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomor

Lampiran :

Perihal

Semarang, 07 Mei 2026

: 893/PT11/1165.510/2026 Kepada :
1 (satu) bendel

: Rekomendasi Penyelenggaraan Rektor Universitas AKI
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan di
Dan Anggota DPRD Kabupaten TEMPAT
Purbalingga

Menunjuk surat Saudara Nomor 208/SM/REK/UNAKI/V/2026, tanggal 04 Mei

2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan hormat disampaikan bahwa kami
telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan
menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan
rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Purbalingga
yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan 14 Mei 2026
bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai

berikut:

1.

Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan
metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga
pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang
bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan
kompetensi anggota DPRD;

Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah
ditetapkan meliputi:

a. Struktur dan Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD);

b. Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dengan PAD dalam LKPD;
c. Komunikasi Publik dan Media Handling;
d. Focus Group Discussion (FGD);

Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban
keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas AKI;

Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek)
secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan
seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas
pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7
(tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;



6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis
(Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa
diproses lebih lanjut;

7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan
evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek)
dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan
penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;

8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui
Telepon/Faksimile (024) 7473066 excention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Purbalingga;

4. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga;
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— UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JI. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : I[ppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026
Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2026

Jam : 14.00 - 18.00 WIB
Acara : Cek In & Registrasi Peserta
NO NAMA ' JABATAN TANDA TANGAN
1. | H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., Ketua %,
M.M. I[®
2. |-HAMAN-WALIVUDIN-S-E-M.S5i—— WaldHetua 2.
3. | ARIS WIDIARSO, S.H. Wakil Ketua %
4. | Hj. TENNY JULIAWATY, SE., MSi. Wakil Ketua ' h\_d!_
5. | IMAWAN TAQIUDIN Anggota
6. | KARSENO, S.H., M.M. Anggota
7. | H. TONGAT, SH. MM. Anggota |
8. | ERNI WIDYAWATI, S.Sos. Anggota
9. | WURIYATI, A.Md. Anggota V
10. | BAYU WIDYATAMA Anggota 10. K
|
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\ LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JI. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
11. | USWATUN KHASANAH Anggota
12. | ANDHIKA WISNU MOYO Anggota
13. | DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H. Anggota
14. | NURANI DIAH PERMATASARI Anggota
| 15. | AGUS PRIYANTO Anggota
16. | H. KATNO, S.T. Anggota
17. | SLAMET Anggota
18. | Drs. LUKMANUDIN Anggota
19. | MISWANTO, M.Pd. Anggota
20. | H. HAMID, S.H. Anggota
| 21. | PUPUT ADI PURNOMO Anggota
' 22. | SABILA RIZKI FEBRIANA, AMd., Kes. | Anggota | |
23. | Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H. Anggota
" 24. | Hj. ERLIYAT), SE. Anggota |
~25. | H. SAHLAN Anggota
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LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

N
—Uan/ JI. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
——--‘—‘/ Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : Ippm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

26. | CAHYO SUSILO, A.Md., RO Anggota 26.

27. | SUMARSIH, S.IP., M.Pd. Anggota zz/V“P‘_ / /

28. | SITI SIFA, S.Pd. Anggota L/\' 28, Eé

30. | PADANG KUSUMO, S.H. Anggota /

29. | NIKEN HINDRIANINGSIH Anggota | 29.
. W /) -

31. | DIDIK SUPRAYOGI, A.Md Anggota

32. | H. AKHMAD SA'BANI, S.E. Anggota

33. | TEGUH DWIYANTO, S.T. Anggota

34. | ADI SUPRIYANTO, S.H. Anggota

35. | UUT TRIAS YANUAR Anggota

36. | IDRUS ANJASMORO, A.Md Anggota

ET R YUWONO. - Anggota i

38. | Hj. YUNIARTI, S.H. Anggota

39. | MUGI WAHYUDI, S.AP Anggota

40. | BAMBANG SUPRIYANTO, S.H. Anggota
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Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lIppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
41. | FIARDHA ANGGAR KUSUMA, SKM. Anggota | 41 W\
42. | SARIONO, S.Pd., MSi. Anggota v %
43, | Drs. H. MUGO WALUYO Anggota | 43e | !
" .
44. | SUHARTO, SH. Anggota i, %
Pt |
45. | MUSOFAN, S.Si. Anggota 45, g ;
46. | H. INAM BIROHMATILLAH Anggota | £ 4%
47. | LIA MAHFUROH, A.Md. Anggota 47, a ? E 1
48. | SUNARKO, SH. Anggota 48, ﬁ\
49. | PREDI SETIAJI, SH. Anggota | 49. |
Al
50. | H. KHODIRIN, S.H. Anggota |/~ 50. M
4
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UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1l. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Jam :07.30 - 11.45 WIB
Acara : PEMBUKAAN & SAMBUTAN
(Rektor Universitas AKI & Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga)
Materi 1 : Struktur dan Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP., MM.
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
L
1. | HR. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., Ketua 1.
M.M.
2. | H-AMAN-WALIYUDIN-S-E-M.Si——Wakil-Ketua - 2.
P B IS
3. | ARIS WIDIARSO, S.H. Wakil Ketua < i%
4. | Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., MSi. Wakil Ketua K‘}_’}
P\
5. | IMAWAN TAQIUDIN Anggota 5. O}
et
6. | KARSENO, S.H., M.M. Anggota 4 6. 3
Feeet i e
7. | H. TONGAT, S.H,, MM. Anggota 7. %
8. | ERNI WIDYAWATI, S.Sos. Anggota / sﬁvlé ,
9. | WURIYATI, A.Md. Anggota 9. W ﬂ /
N
10. | BAYU WIDYATAMA Anggota 10. —F
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\ LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JI. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
11. | USWATUN KHASANAH Anggota
12. | ANDHIKA WISNU MOYO Anggota
13. | DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H. Anggota
14. | NURANI DIAH PERMATASARI Anggota
| 15. | AGUS PRIYANTO Anggota
16. | H. KATNO, S.T. Anggota
17. | SLAMET Anggota
18. | Drs. LUKMANUDIN Anggota
19. | MISWANTO, M.Pd. Anggota
20. | H. HAMID, S.H. Anggota
| 21. | PUPUT ADI PURNOMO Anggota
' 22. | SABILA RIZKI FEBRIANA, AMd., Kes. | Anggota | |
23. | Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H. Anggota
" 24. | Hj. ERLIYAT), SE. Anggota |
~25. | H. SAHLAN Anggota
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

26. | CAHYO SUSILO, A.Md., RO Anggota 26.

27. | SUMARSIH, S.IP., M.Pd. Anggota zz/V“P‘_ / /

28. | SITI SIFA, S.Pd. Anggota L/\' 28, Eé

30. | PADANG KUSUMO, S.H. Anggota /

29. | NIKEN HINDRIANINGSIH Anggota | 29.
. W /) -

31. | DIDIK SUPRAYOGI, A.Md Anggota

32. | H. AKHMAD SA'BANI, S.E. Anggota

33. | TEGUH DWIYANTO, S.T. Anggota

34. | ADI SUPRIYANTO, S.H. Anggota

35. | UUT TRIAS YANUAR Anggota

36. | IDRUS ANJASMORO, A.Md Anggota

ET R YUWONO. - Anggota i

38. | Hj. YUNIARTI, S.H. Anggota

39. | MUGI WAHYUDI, S.AP Anggota

40. | BAMBANG SUPRIYANTO, S.H. Anggota
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LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
41. | FIARDHA ANGGAR KUSUMA, SKM. Anggota | 41 W\
42. | SARIONO, S.Pd., MSi. Anggota v %
43, | Drs. H. MUGO WALUYO Anggota | 43e | !
" .
44. | SUHARTO, SH. Anggota i, %
Pt |
45. | MUSOFAN, S.Si. Anggota 45, g ;
46. | H. INAM BIROHMATILLAH Anggota | £ 4%
47. | LIA MAHFUROH, A.Md. Anggota 47, a ? E 1
48. | SUNARKO, SH. Anggota 48, ﬁ\
49. | PREDI SETIAJI, SH. Anggota | 49. |
Al
50. | H. KHODIRIN, S.H. Anggota |/~ 50. M
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DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Jam :13.30-17.15WIB

Materi 2 : Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dengan PAD dalam LKPD
Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP., MM.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. | HR. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., Ketua 1.
M.M. i
2. | H-AMAN WALIYUDIN, S.E.-M.Si— | Wali-Ketwa 2.
3. | ARIS WIDIARSO, SH. Wakil Ketua
4. | Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si. Wakil Ketua
5. | IMAWAN TAQIUDIN Anggota
6. | KARSENO, S.H., M.M. Anggota
7. | H. TONGAT, S.H.,, M.M. Anggota
8. | ERNI WIDYAWATI, S.Sos. Anggota
9. | WURIYATI, AMd. Anggota
10. | BAYU WIDYATAMA Anggota
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JI. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
11. | USWATUN KHASANAH Anggota
12. | ANDHIKA WISNU MOYO Anggota
13. | DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H. Anggota
14. | NURANI DIAH PERMATASARI Anggota
| 15. | AGUS PRIYANTO Anggota
16. | H. KATNO, S.T. Anggota
17. | SLAMET Anggota
18. | Drs. LUKMANUDIN Anggota
19. | MISWANTO, M.Pd. Anggota
20. | H. HAMID, S.H. Anggota
| 21. | PUPUT ADI PURNOMO Anggota
' 22. | SABILA RIZKI FEBRIANA, AMd., Kes. | Anggota | |
23. | Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H. Anggota
" 24. | Hj. ERLIYAT), SE. Anggota |
~25. | H. SAHLAN Anggota
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

26. | CAHYO SUSILO, A.Md., RO Anggota 26.

27. | SUMARSIH, S.IP., M.Pd. Anggota zz/V“P‘_ / /

28. | SITI SIFA, S.Pd. Anggota L/\' 28, Eé

30. | PADANG KUSUMO, S.H. Anggota /

29. | NIKEN HINDRIANINGSIH Anggota | 29.
. W /) -

31. | DIDIK SUPRAYOGI, A.Md Anggota

32. | H. AKHMAD SA'BANI, S.E. Anggota

33. | TEGUH DWIYANTO, S.T. Anggota

34. | ADI SUPRIYANTO, S.H. Anggota

35. | UUT TRIAS YANUAR Anggota

36. | IDRUS ANJASMORO, A.Md Anggota

ET R YUWONO. - Anggota i

38. | Hj. YUNIARTI, S.H. Anggota

39. | MUGI WAHYUDI, S.AP Anggota

40. | BAMBANG SUPRIYANTO, S.H. Anggota
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
41. | FIARDHA ANGGAR KUSUMA, SKM. Anggota | 41 W\
42. | SARIONO, S.Pd., MSi. Anggota v %
43, | Drs. H. MUGO WALUYO Anggota | 43e | !
" .
44. | SUHARTO, SH. Anggota i, %
Pt |
45. | MUSOFAN, S.Si. Anggota 45, g ;
46. | H. INAM BIROHMATILLAH Anggota | £ 4%
47. | LIA MAHFUROH, A.Md. Anggota 47, a ? E 1
48. | SUNARKO, SH. Anggota 48, ﬁ\
49. | PREDI SETIAJI, SH. Anggota | 49. |
Al
50. | H. KHODIRIN, S.H. Anggota |/~ 50. M
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DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita" Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Mei 2026
Jam :07.30- 11.15 WIB
Materi 3 : Komunikasi Publik dan Media Handling
Narasumber : Berlian Thaeba Noevus, C.PS.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

)
1. | H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., Ketua 1. (p
M.M. '
2 HAMAN-WALYYBIN- S EAS———— —— Wakit Ketua | 2.
Pt

3. | ARIS WIDIARSO, S.H. Wakil Ketua i%

4. | Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., MSi. Wakil Ketua 4( )

5. | IMAWAN TAQIUDIN Anggota 5. '

Yy
6. | KARSENO, S.H., M.M. Anggota / b 6.
| 7. | H. TONGAT, SH., MM. Anggota 7. |
Ve

8. | ERNI WIDYAWATI, S.Sos. Anggota / 8. jj ﬁ /
----- 9. | WURIYATI, AMd. Anggota 9. W ’ [

10. | BAYU WIDYATAMA Anggota | 10. f/
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
11. | USWATUN KHASANAH Anggota
12. | ANDHIKA WISNU MOYO Anggota
13. | DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H. Anggota
14. | NURANI DIAH PERMATASARI Anggota
| 15. | AGUS PRIYANTO Anggota
16. | H. KATNO, S.T. Anggota
17. | SLAMET Anggota
18. | Drs. LUKMANUDIN Anggota
19. | MISWANTO, M.Pd. Anggota
20. | H. HAMID, S.H. Anggota
| 21. | PUPUT ADI PURNOMO Anggota
' 22. | SABILA RIZKI FEBRIANA, AMd., Kes. | Anggota | |
23. | Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H. Anggota
" 24. | Hj. ERLIYAT), SE. Anggota |
~25. | H. SAHLAN Anggota
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

26. | CAHYO SUSILO, A.Md., RO Anggota 26.

27. | SUMARSIH, S.IP., M.Pd. Anggota zz/V“P‘_ / /

28. | SITI SIFA, S.Pd. Anggota L/\' 28, Eé

30. | PADANG KUSUMO, S.H. Anggota /

29. | NIKEN HINDRIANINGSIH Anggota | 29.
. W /) -

31. | DIDIK SUPRAYOGI, A.Md Anggota

32. | H. AKHMAD SA'BANI, S.E. Anggota

33. | TEGUH DWIYANTO, S.T. Anggota

34. | ADI SUPRIYANTO, S.H. Anggota

35. | UUT TRIAS YANUAR Anggota

36. | IDRUS ANJASMORO, A.Md Anggota

ET R YUWONO. - Anggota i

38. | Hj. YUNIARTI, S.H. Anggota

39. | MUGI WAHYUDI, S.AP Anggota

40. | BAMBANG SUPRIYANTO, S.H. Anggota
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
41. | FIARDHA ANGGAR KUSUMA, SKM. Anggota | 41 W\
42. | SARIONO, S.Pd., MSi. Anggota v %
43, | Drs. H. MUGO WALUYO Anggota | 43e | !
" .
44. | SUHARTO, SH. Anggota i, %
Pt |
45. | MUSOFAN, S.Si. Anggota 45, g ;
46. | H. INAM BIROHMATILLAH Anggota | £ 4%
47. | LIA MAHFUROH, A.Md. Anggota 47, a ? E 1
48. | SUNARKO, SH. Anggota 48, ﬁ\
49. | PREDI SETIAJI, SH. Anggota | 49. |
Al
50. | H. KHODIRIN, S.H. Anggota |/~ 50. M
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DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Mei 2026

Jam :13.30-17.15 WIB
Materi 4 : Focus Group Discussion (FGD)
Fasilitator : Pimpinan DPRD/Universitas AKI
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. | H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., Ketua 1. |
M.M. |
2 ).
3. | ARIS WIDIARSO, S.H. Wakil Ketua Q—% |
4. | Hj. TENNY JULIAWATY, S.E, MSi. Wakil Ketua u
5. | IMAWAN TAQIUDIN Anggota | 5. 0) %
6. | KARSENO, SH, MM. Anggota / 6. TA ;
2
/
7. | H. TONGAT, SH., MM, Anggota | 7. E ‘-.\/
8. | ERNI WIDYAWATI, SSos. Anggota / 8. z ;
9. | WURIYATI, A.Md. Anggota | 9. W ﬂ l/
/]
10. | BAYU WIDYATAMA Anggota | 10. 7y
/
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
11. | USWATUN KHASANAH Anggota
12. | ANDHIKA WISNU MOYO Anggota
13. | DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H. Anggota
14. | NURANI DIAH PERMATASARI Anggota
| 15. | AGUS PRIYANTO Anggota
16. | H. KATNO, S.T. Anggota
17. | SLAMET Anggota
18. | Drs. LUKMANUDIN Anggota
19. | MISWANTO, M.Pd. Anggota
20. | H. HAMID, S.H. Anggota
| 21. | PUPUT ADI PURNOMO Anggota
' 22. | SABILA RIZKI FEBRIANA, AMd., Kes. | Anggota | |
23. | Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H. Anggota
" 24. | Hj. ERLIYAT), SE. Anggota |
~25. | H. SAHLAN Anggota
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

26. | CAHYO SUSILO, A.Md., RO Anggota 26.

27. | SUMARSIH, S.IP., M.Pd. Anggota zz/V“P‘_ / /

28. | SITI SIFA, S.Pd. Anggota L/\' 28, Eé

30. | PADANG KUSUMO, S.H. Anggota /

29. | NIKEN HINDRIANINGSIH Anggota | 29.
. W /) -

31. | DIDIK SUPRAYOGI, A.Md Anggota

32. | H. AKHMAD SA'BANI, S.E. Anggota

33. | TEGUH DWIYANTO, S.T. Anggota

34. | ADI SUPRIYANTO, S.H. Anggota

35. | UUT TRIAS YANUAR Anggota

36. | IDRUS ANJASMORO, A.Md Anggota

ET R YUWONO. - Anggota i

38. | Hj. YUNIARTI, S.H. Anggota

39. | MUGI WAHYUDI, S.AP Anggota

40. | BAMBANG SUPRIYANTO, S.H. Anggota
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
41. | FIARDHA ANGGAR KUSUMA, SKM. Anggota | 41 W\
42. | SARIONO, S.Pd., MSi. Anggota v %
43, | Drs. H. MUGO WALUYO Anggota | 43e | !
" .
44. | SUHARTO, SH. Anggota i, %
Pt |
45. | MUSOFAN, S.Si. Anggota 45, g ;
46. | H. INAM BIROHMATILLAH Anggota | £ 4%
47. | LIA MAHFUROH, A.Md. Anggota 47, a ? E 1
48. | SUNARKO, SH. Anggota 48, ﬁ\
49. | PREDI SETIAJI, SH. Anggota | 49. |
Al
50. | H. KHODIRIN, S.H. Anggota |/~ 50. M
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DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Sinergi Kebijakan Keuangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam
Penyusunan Raperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 11 s.d 14 Mei 2026
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2026

Jam : 09.00 - 11.00 WIB
Acara : Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Kegiatan
PENUTUPAN
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
)
1. | H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., Ketua 1.
M.M. =
2. | HAMAN-WALYUBIN SE MS——————Wakil-ketua | ' I
3. | ARIS WIDIARSO, S.H. Wakil Ketua .
4. | Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.,, M.Si. Wakil Ketua w
5. | IMAWAN TAQIUDIN Anggota 5.
Y
6. | KARSENO, SH., M.M. Anggota / ' 6. >
/ _ &

7. | H. TONGAT, SH., MM. Anggota 7 @ : u

/e
8. | ERNI WIDYAWATI, S.Sos. Anggota / 8. éé ; i

(
9. | WURIYATI, AMd. Anggota | 9. M‘f{ - /ﬂ _______ .
)
10. | BAYU WIDYATAMA Anggota 10. /
Vv
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
11. | USWATUN KHASANAH Anggota
12. | ANDHIKA WISNU MOYO Anggota
13. | DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H. Anggota
14. | NURANI DIAH PERMATASARI Anggota
| 15. | AGUS PRIYANTO Anggota
16. | H. KATNO, S.T. Anggota
17. | SLAMET Anggota
18. | Drs. LUKMANUDIN Anggota
19. | MISWANTO, M.Pd. Anggota
20. | H. HAMID, S.H. Anggota
| 21. | PUPUT ADI PURNOMO Anggota
' 22. | SABILA RIZKI FEBRIANA, AMd., Kes. | Anggota | |
23. | Hj. TITI YENI SUGIARTI. S.H. Anggota
" 24. | Hj. ERLIYAT), SE. Anggota |
~25. | H. SAHLAN Anggota
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

26. | CAHYO SUSILO, A.Md., RO Anggota 26.

27. | SUMARSIH, S.IP., M.Pd. Anggota zz/V“P‘_ / /

28. | SITI SIFA, S.Pd. Anggota L/\' 28, Eé

30. | PADANG KUSUMO, S.H. Anggota /

29. | NIKEN HINDRIANINGSIH Anggota | 29.
. W /) -

31. | DIDIK SUPRAYOGI, A.Md Anggota

32. | H. AKHMAD SA'BANI, S.E. Anggota

33. | TEGUH DWIYANTO, S.T. Anggota

34. | ADI SUPRIYANTO, S.H. Anggota

35. | UUT TRIAS YANUAR Anggota

36. | IDRUS ANJASMORO, A.Md Anggota

ET R YUWONO. - Anggota i

38. | Hj. YUNIARTI, S.H. Anggota

39. | MUGI WAHYUDI, S.AP Anggota

40. | BAMBANG SUPRIYANTO, S.H. Anggota
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
41. | FIARDHA ANGGAR KUSUMA, SKM. Anggota | 41 W\
42. | SARIONO, S.Pd., MSi. Anggota v %
43, | Drs. H. MUGO WALUYO Anggota | 43e | !
" .
44. | SUHARTO, SH. Anggota i, %
Pt |
45. | MUSOFAN, S.Si. Anggota 45, g ;
46. | H. INAM BIROHMATILLAH Anggota | £ 4%
47. | LIA MAHFUROH, A.Md. Anggota 47, a ? E 1
48. | SUNARKO, SH. Anggota 48, ﬁ\
49. | PREDI SETIAJI, SH. Anggota | 49. |
Al
50. | H. KHODIRIN, S.H. Anggota |/~ 50. M
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BIODATA
NARASUMBER
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=
\ LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UniversitasAﬁ/ JI. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mal : [ppm@unak .ac. d, we( ) te: www.unak .ac. d

BIODATA NARASUMBER

Nama . Rino Rio Kent S. S.TP., MM.

Tempat/Tanggal Lahi : Bekasi, 20 Ma et 1991

Pendidikan : S2

Peke jaan :  Kemente ian Dalam Nege i Rl

Jabatan :  Analis Kebijakan Sub Koo dinato , ilayah I. Dit Pe en/anaan Angga an
Dae ah

No. Telp/Op. : 0123 2222 0271

Alamat : JI.. ete an No. 7 Jaka ta Pusat

Pu 50ke to, 12 Mei 2026

4

Rino Rio Kent S. S.TP., MM.
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UniversitasAﬁ/ JI. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
- - == Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mal : [ppm@unak .ac. d, we( ) te: www.unak .ac. d

BIODATA NARASUMBER
Nama . Berlian Thaeba Noevus, C.PS.
Tem at/Tanggal Lahir :  Bandung
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PublicS eaker
Jabatan Do
No. Tel /, . : -./0-1.. 101-
Alamat . Pur2okerto - Ban3umas

Pur2okerto, 11 Mei 2- 20

Y e

Berlian Thaeba Noevus, C.PS.



BERLIAN THAEBA NOEVLUS., C.PS

Bang Bebe
bebeberlianl7@gmail.com - 0896 0188 3610

DESKRIPSI DIRI/TENTANG SAYA

Seorang Public Speaker, content creator public speaking semenjak tahun 2021 dan
membentuk personal branding hingga sekarang mencapai followers social media 120.000+.
MC All event dan running bisnis digital creative agency.

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota IPMAWI (OSIS) Divisi Olahraga | 2016

Lurah Pondok Pesantren/ Pimpinan Madrasah Mathoniyah Islamiyah
Anggota IPMAWI (OSIS) Divisi Dakwah | 2018

Ketua Bidang Olahraga IPMAWI (OSIS) | 2019

Ketua Pramuka (Pradana) 2019

Komandan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) 2019 —

Ketua Bidang Riset Pengembangan dan Keilmuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
2021

8. Komisi 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa UMP

9. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB UMP

10. Pimpinan Dewan Kehormatan DPM KM UMP

11. Ketua Bidang Kader IMM KEB

12. President Komunitas Trainer Pemula

AT A e

13. Relawan MRI Banyumas
14. Pengurus SUMU (Serikat Usaha Muhammadiyah)

PENGALAMAN KERJA

Jualan Online reseller shopee tahun 2019

Jualan wedang uwuh tahun 2020

Jualan sriping, susu kedelai dan makanan ringan lainnya tahun 2021
Kepala pemasaran di CV Alvarel Technology Indonesia tahun 2022
Guru TK Aisyiyah 2 dan 7 purwokerto tahun 2022-2023

Guru ngaji tahun 2023

Marketing dan content creator di bimbel OSC purwokerto tahun 2023
CEO CV Bangkit Edukasi Indonesia tahun 2024

e A

PENGALAMAN SPEAKER
Tahun 2020

1. Webinar Berliankan Omzetmu tahun
2. Kajian Anak Saleh


mailto:bebeberlian17@gmail.com

Tahun 2022

AN

Coaching How to Upgrade Public Speaking Skill For your Best Version DPM FEB UMP
CTC Talks Upgrade Your Value By Public Speaking

Webinar Quarter Life Crisis “Terjebak Dalam Zona Nyaman”

Seminar Motivasi Connecting With Santri Ponpes Zamzam Cilongok

Live Bincang Pengembangan Diri

Public Discussion Cara mengatasi kecemasan Untuk menjadi Pembicara yang Hebat

Dengan Mengenali Diri Sendiri
Class Public Speaking dan Mental Helath Kopma Lebah UMP

Tahun 2023

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

. Mentoring Trainer Muda di Komunitas Training Pemula

Live Makin Trending dengan personal branding di Social Tribes

Career Talk Bongkar Rahasia Naikin Followers 10k++ dan dapetin cuan dari SOSMED
dalam waktu 7 hari

Live Cara Jago Public Speaking

Webinar Public Speaking Rahasia PEDE Ngomong di Depan Banyak Orang

Webinar Presentation Skill Program Sejuta Pembicara

Latihan keterampilan Manajemen Mahasiswa di Universitas Al Irsyad Cilacap

BTLMO Leadership in action, Its not position di Stikes Surya Global Yogyakarta
Public Speaking class Pesantren Ramadhan Kreatif di Yatim Mandiri

. Webinar Public Speaking dan Desain Grafis DPM FE Untidar

. Webinar Public Speaking UPSACADEMY

. After Sales WEBINAR Nongkrong Bareng UPSACADEMY

. Kader Academy “Bongkar Rahasia Jago Public Speaking. [lmu yang jarang Disebar Oleh

Orang Lain

Private Class Public Speaking Libria

Private Class Public Speaking Ratri

Private Class Public Speaking Siti dan masih banyak 10 lainnya

Public Speaking Class UPSACADEMY

Webinar Public Speaking UPSACADEMY

LAMO (Latihan Administrasi dan Manajemen Organisasi) IMM KIP UMP
Webinar Jago Public Speaking Anti Overthinking Dunia Kampus.id
Webinar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat UKM Mustika
Motivation day di Panti Darmo Yuwono

Webinar Public Speaking Universitas Jember

Seminar Motivasi Refleksi Milad IPM ke 62 Zamzam cilongok

Kelas Exclusive Public Speaking UPSACADEMY

Public Speaking Class SD Karangkemojing

Public Speaking Class di Bogor untuk SMP Al Isyad Kelapa Gading
Seminar Social Media di Amikom Celebrate Purwokerto

Pelatihan Manajemen Organisasi di Poltekkes Kemenkes Semarang Kampus 7
Seminar dan Workshop Public Speaking MAFAZA Grendeng Purwokerto



31. Kelas persidangan DPM FTS UMP

32. Manajemen Organisasi PC IPM Cilongok

33. Morning Wak KOMPAS TV

34. Kelas Public Speaking Cunang Bogor untuk SMA Bekasi

35. Webinar Public Speaking pembekalan yatc.id pelopor inspiratif

36. Webinar Public Speaking Bersama Veren Saraisang, S.Pd.

37. Pelatihan Public Speaking untuk Kesiapan Karir di Masagi Training and Consulting
38. Kelas Public Speaking SMP 38 Bekasi

39. Public Speaking Tour School SMA Al Irsyad Purwokerto

40. DAD IMM KIP Strategi Influencer

Tahun 2024

Pelatihan Sidang KM FEB UMP

Webinar Public Speaking UPSACADEMY

DAD IMM Purbalingga Social Media

Kelas Public Speaking LDK pengurus OSIS dan MPK SMP 2 Kembaran

Kelas Komunikasi dan Public Speaking UPSACEDEMY

Bongkar Cara Presentasi yang Elegan dan Tidak Belibet UPSACADEMY

BCE Talkshow di Andhang Pangrenan Purwokerto

Public Speaking Tour School MTs WI Kebarongan

Public Speaking di BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Saintek

Muhammadiyah

10. Public Speaking Class SMPN 1 Kembaran

11. Public Speaking Class di SMP Telkom Purwokerto

12. Webinar Upgrading Kepemimpinan, Self Capability dan Public Speaking

13. Webinar Public Speaking Klintan Methaporia

14. Public Speaking Class Banyumas Leadership Project

15. Motivasi & Talkshow IKAPMAWI EXPO

16. Motivation Class Pondok Modern Al Madina MBS Pingit- Banjarnegara

17. Training Motivation Upgarade Diri Menggapai Mimpi dan Cita Cita SMP IT Harapan
Umat Purbalingga

18. Motivation & Inspiration kelas VII Putra SMP Al Irsyad

19. Motivation & Inspiration kelas VII Putri SMP Al Irsyad

20. National Public Speaking Class DEMA FDK UIN Saizu

XXk WD =

PENGALAMAN MASTER OF CEREMONY
Tahun 2021
1. MASTA FEB UMP

Tahun 2022
1. MASTA UMP
2. Konser Feby Putri

Tahun 2023



XNk W=

Pembekalan mentoring FEB UMP

Semarak MILAD PC IMM Banyumas
Wedding Vira

Wedding Azhar

MASTA FEB UMP

Seminar Nasional Indonesia Youth Movement
Islamic Fair UMP

Seminar Nasional Young Entrepreneur Summit

Tahun 2024

AN

Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Kembaran
Outbound game ZONA Koordinator Bidan Se Purbalingga

Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Cilongok
Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Purbalingga
Gathering Koordinator Bidan Andalan PT Dkt Indonesia bidan Cilacap

dil

PENDIDIKAN

I.

SDN Margajaya Ngamprah Bandung Barat

2. MTs WI Kebarongan Kemranjen Banyumas
3.
4. Universitas Muhammadiyah Purwokerto

MA WI Kebarongan Kemranjen Banyumas

SKILL

Content Creation
Leadership

Digital Marketing

Host

MC

Speaker

Game Master Outbound
Teaching

Public Speaking
Critical Thinking






DAFTAR HADIR
MODERATOR
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BIODATA
MODERATOR




UNIVERSITAS AKI

=
\ LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UniversitasAﬁ/ JI. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
- - == Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mal : [ppm@unak .ac. d, we( ) te: www.unak .ac. d

BIODATA MODERATOR

Nama : Annisa Fathatil Hidayah A., S.Sos
Tempat/Tan al Lahir :  Banyumas, 13 &nuari 2021
Pendidikan : St

Pekerjaan :  Master O, - eremony . Moderator
&/ atan : 0

No. Telp/Hp. 011220020022

Alamat :  Pur3okerto

Pur3okerto, 13 Mei 2026

/

Annisa Fathatil Hidayah A., S.Sos



Curiculum
Vitae

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos

Banyumas, 18 Januari 2001 P\
y

-

TENTANG SAYA
Seorang public speaker berpengalaman

dengan  keahlian  dalam menginspirasi
audiens dan menyampaikan pesan dengan
percaya diri. Terbukti memiliki kemampuan
komunikasi yang kuat dan  mampu
beradaptasi dengan berbagai

jenis publik.

-

< FOUNDER BERANI BERBICARA CLASS PURWOKERTO

081220050055 > ( NYONYAGABUT@GMAIL.COM

S

PENGALAMAN KERJA “%5 . RIWAYAT PENDIDIKAN

1.PUBLIC RELATION FEST MANAGEMENT « Ml DARUL HIKMAH PURWOKERTO BARAT
SURABAYA » SMP takhassus al - quran kalibeber, wonosobo
2023 - 2024 « SMA AL - HIKMAH 2 SIRAMPOG BREBES

2. Content Creator PT Refo Digital Kreatif © Sl MOHIUNIAS PRI LA LN 204U

Talent Koordinator PT Refo Digital Kreatif FEILIOINARE,

2024 - 2025
PENGALAMAN ORGANISASI

1.Ketua Komplek Ponpes Alhikmah 2 Brebes,2018/2019

2.Koordinator Ekstrakulikuler OSIS SMA Alhikmah 2 Brebes, 2018/2019

3.Koordinator Advokasi dan Komunikasi HMJ KPI UIN SAIZU 2021/2022

4.Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis DEMA Fakultas Dakwah UIN SAIZU 2022/2023
5. Wakil Ketua 1 PMII Rayon Dakwah 2022/2023 UIN SAIZU PURWOKERTO

6. Ketua Umum Komunitas Motivator UIN SAIZU 202TUIN SAIZU PURWOKERTO




Public
Speaking
Experience

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos
Banyumas, 13 Januari 2001

~

1.MC Bank Indonesia Purwokerto 2021

2.Pembicara Closing PBAK FAKDA 2021 “Motivasi Maba”

3.Pembicara Content Creator Faktapala UIN SAIZU
Purwokerto 2021

4.Pembicara Sosialisasi penting menlanjutkan pendidikan di
SMPN 2 Satap Pagedongan Banjarnegara

5.Guest Speak #milenialproduktif Samarinda “Menjadi Public
Speaker terbaikmu” 2022

6.Pembicara Seminar Motivasi Santri di Ponpes Darul Falah
Purwokerto

7.Pembicara Workshop Digitalisasi di Lumbir 2023

8.Pembicara Seminar Motivasi “Mental Awarenes” SMPN 3
Pulosari Pemalang

9.Pembicara pelatihan “Digital Marketing” di Pemalang 2023

10. Pembicara “Pelatihan Public Speaking” di UIN Saizu Purwokerto 2023

11. Pembicara Seminar “Woman Milenial” Dema Syariah UIN Saizu Purwokerto 2023
12. HOST KONSER NDX AKA di Terminal Bulupitu Purwokerto, 2023

13. MC Sertfikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF),
di Hotel Aston Purwokerto 2024

14. Pembicara Soialisasi “Kesehatan Mental Remaja SMP”

SMNP 2 Susukan Banjarnegara 2024

15. Pembicara "Green Self Care" Talkshow Motivasi Pirwokerto 2024

16. Pembicara Seminar "Public Speaking" UIN SAIZU Fakultas Bisnis Islam 2024

17. Pembicara "PBAK UIN SAIiZU 2024" Motivasi Mahasiswa Baru, 2024

18. Pembicara "Personal Branding" SMA Ma'arif Karangmoncol Purbalingga, 2024
19. MC "Meet and Share Kopdar Pebisnis Purbalingga" by Kiriminaja 2024

20. HOST "Konser Parade Hujan" Diesnatalis UIN SAIZU Purwokerto 2024

21. Pembicara "Workshop.Media Kreativitas Muda Digitalisasi" UIN SAIZU 2024

22. MC "HUT Boersa Kampus" Puwokerto 2024

23 MC "Malam penganugerahan KPU Banyumas & KPU Provinsi Jawa Tenggah" 2025

24. Pembicara "Pelatihan Konten Kreatif Penyuluh Agama Islam Purbalingga" 2025
25. Pembicara "Pelatihan Modetator Konten Kreatif Penyuluh Agama Islam Cilacap" 2025




Public
Speaking
Experience

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos
Banyumas, 13 Januari 2001

&.Pembicara Pelatihan Master Of Ceremony BBC Purwokert}
25

27. MC InstaMeet Media SePurwokerto 2025

28. Pembicara pelatihan digital marketing DiFabel seDKI Jakarta
2025

29. MC Program Si lklas Difabel Setara Sandiaga Uno Jakarta
2025

30. Pembicara Pelatihan Videografer Difabel SeDKI Jakarta 2025
31. Pembicara Pelatihan Tiktok Affiliate Difabel Tangerang Selatan
32. MC Peresmian Studio Kreatif Sandiaga Uno Voffice

Jakarta DI

33. Moderator PKKMB UMP 2025

34.Pembicara Pelatihan Public Speaking Fakultas Peternakan
Unsoed 2025

35. Juri KPI Go Talent Comfest Uin Saizu 2025

36. Pembicara Training Motivator Komunitas Uin Saizu Purwokerto
2025

37. MC Pelatihan Digital Marketing Difabel Sandiaga Uno
Yayasan Indonesia Setara Batch 3 Jakarta

38. Trainer Pelatihan Content Creator Difabel Sandiagauno
\_Yayasan Indonesia Setara Batch 3 Jakarta, DL J




KOMPILASI
MATERI
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BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

i

N
o)

Universitas

A

MATERI

Struktur dan Penyusunan Raperda
Laporan Keuangan Pemerinta Daera (LKPD)

Rino Rio Kent, S.STP., MM.
(Ditjen Bina Keuangan Daera Kemendagri)

Lembaga Penelitian dan Pengahdian Kepada Masyarakat (LPPM)

UNI(ERSITAS AKI
SEMARANG
)0) 6




FUNGSI DPRD DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

TUGAS DAN WEWENANG DLM RANGKA PENGAWASAN

KEPALA DAERAH

memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD

Pasal 65 UU 23/2 14

DPRD

membahas dan memberikan persetujuan
rancangan Perda mengenai APBD
kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali
kota, melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;

Pasal 154 UU 23/2 14



PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

" DPRD

Perencanaan

Pembentukan Perda Pelaksanaan

Penatausahaan

Pelaporan
P-jawaban
Pengawasan

Anggaran

Pengawasan

RUANG LONGKUP PENGAWASAN DPRD

PERSETUJUAN; AMANDEMEN; PENDAPAT; PERTIMBANGAN:
MONITORING; EVALUASI.
/ \ INSTRUMEN DAN MEKANISME PENGAWASAN
PELAKSANAAN
TINDAKLANJUT HASIL PERATURAN KEPALA
LAFI]RAI:} lII(IIElIANEAN DAERAH

\ PENGAWASAN
._/




JADWAL PERTANGGLINGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

NO LIRAIAN WAKTU KETERANGAN
l. Penyusunan Laporan Realisasi Semester | Minggu kedua bulan Juni
2. Penyampaian laporan realisasi anggaran semester pertama | 7 hariker a setelah semester pertama berakhir
dari pengguna anggaran ke PPKD
3. Penyampaian hasil konsolidasi laporan semester pertama | Minggu kedua bulan Juli
oleh PPKD ke Sekda selaku koordinator pengelolaan keuda
4. Penyampaian rancangan laporan semester pertama dari | Minggu ketiga bulan Juli
Sekda kepada Kepala Daerah
a. Penyampaian laporan realisasi semester pertama dari Kepala | Akhir bulan Juli
Daerah kepada DPRD
f. Penyampaian laporan keuangan SKPD kepada Kepala Daerah | 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir Bulan (ebruari
melalui PPKD
1 Konsolidasi laporan keuangan SKPD oleh PPKD 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir Bulan Maret
). Penyampaian laporan keuangan daerah kepada BPK 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir Akhir bulan Maret
g Pemeriksaan laporan keuangan aleh BPK 2 bulan setelah disampaikan Bulan Mei
0. Penyampaian  Raperda pertanggung a, aban yang telah | & bulan setelah tahun anggaran berakhir Akhir bulan Juni

diaudit oleh BPK dari Kepala Daerah kepada DPRD

4

JADWAL PERTANGGLNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

- /RAIA- D AKI/ K21 ZRA- 3A-
1. Persetu uan DPRD terhadap Raperda pertanggung a, aban yang | | bulan setelah disampaikan Akhir bulan Juli

telah diaudit BPK
12. Rancangan Perda tentang pertanggung a, aban pelaksanaan | Paling lama 3 Riga7hari ker a

APBD dan rancangan peraturan Kepala daerah tentang
pen abaran pertanggung a, aban pelaksanaan APBD sebelum
ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam -egeri4
Subernur untuk dieSaluasi

13. Penyampaian  hasil efluasi  oleh  Menteri  Dalam | Paling lama 13 Bimabelas7hari ker a
- eqeriddubernur

14. Kepala Daerah dan DPRD menyempurnakan hasil efluasi| Paling lama 7 Buuh7 hari kera terhitung seak
sebelum ditetapkan diterimanya hasil eluasi

15 Penetapan Perda tentang pertanggung a. aban pelaksanaan A, al Agustus
APRD

/

4



| Pelaporan Keuangan

* Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

+ Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan SKPD

Laporan Realisasi Catatan atas
Anggaran; Opemsmna] p‘;r;u?;ga" laporan keuangan

A 4

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah

tahun anggaran berakhir




KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi Pelaporan | Kebijakan
Keuangan Akuntansi Akun
Laporan I Laporan Keuangan
pada Pemerintahan Daerah pada SKPD e )
r ~ Definisi
LRA ~ o
: : LRA ' \
Pengakuan
Laporan Perubahan SAL L )
= —[ Neraca ] s \
Neraca Pengukuran
\ J
\ J .
7 ~ Laporan Operasional r ~
Laporan Operasional Penilaian
\ J \ J
YIT
( ) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas
Pengungkapan
\ J
( ) Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Arus Kas
\ J
s \
Catatan Atas Laporan Keuangan KETENTUAN: )

\ J

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman PP No.
71 2010, Permendagri No. 64 2013, Permendagri No. 73 2015 dan Permendagri No. 77 2020

Pasal 11 UU 15/2 4

1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK
kepada DPR dan DPD selambat — lambatnya 2 dua) bulan setelah menerima laporan keuangan
dari pemerintah pusat.

2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, disampaikan oleh BPK
kepada DPRD selambat — lambatnya 2 dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari
pemerintah daerah.

() Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat 2) disampaikan
pula kepada Presiden/) ubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

4) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD  sesuai dengan
kewenangannya.

,) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD
sesuai dengan kewenangannya.

-) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) dan ayat ,) disampaikan
pula kepada Presiden/) ubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

.) /ata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), ayat
2), ayat (), ayat 4), ayat ,), dan ayat -) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan
sesuai dengan kewenangannya.

4
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LAPORAN EUAN( AN
PE) DA
(audited

RAPERDA PERTAN( ( UN( ,
-A. ABAN PELA SANAAN APBD

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Laporan Perubahan SAL

3. Laporan Operasional

4. Neraca

5. Laporan Perubahan Ekuitas

6. Laporan Arus as PERDA TTG

7. Catatan Laporan euangan PERTANGGUNGJWBAN
PELAKSANAAN APBD

DIEVALUASI PENYEMPURNAAN
GUBERNUR PEMDA&DPRD

="

Pengal asan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan
daerah tentang APBD 2

DPRD 3 elakukan pengal asan terhadap pelaksanaan
peraturan daerah tentang APBD.




PEDOMAN

FUNGSI PENGAWASAN
DPRD

PENGAWASAN TERHADAP
PEMDA YANG BERSIFAT
PENGAWASAN KEBIJAKAN
DAN BUKAN PENGAWASAN

TEKNIS

Ruang Lingkup Pemba asan Rancangan Perda

TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSA BPK

TINDAK LANJUT YANG HARUS
DILAKUKAN OLEH PEMDA UNTUK
MEMENUHI KEWAJIBAN SEPERTI
YANG DITUANGKAN DALAM
REKOMENDASI LHP-BPK

tentang Pertanggung&waban Keuangan Daera

Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam Ranperda tentang
APBD hingga pertanggungjawaban APBD




A4 DALA) PENSUSUNAN LAPORAN EUAN( AN DAERA4

1. Kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Kesesuaian Laporan Keuangan SKPD dengan Laporan Keuangan Pemda
Q Lapkeu Pemda pada dasarnya merupakan kompilasi atas lapkeu SKPD
QO Perlu dilakukan rekonsiliasi antara data SKPD dengan data di Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD), yaitu:
v Rekonsiliasi data realisasi pendapatan
v’ Rekonsiliasi data realisasi belanja

v’ Rekonsiliasi data aset tetap

3. Kesesuaian laporan keuangan dengan dokumen pendukung
O Kesesuaian realisasi pendapatan dengan bukti penerimaan pada bendahara penerimaan
dan bukti penyetoran ke Kas Daerah
O Kesesuaian realisasi belanja dengan bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ) belanja daerah
O Kesesuaian mutasi penerimaan/pengeluaran dan saldo kas daerah dengan rekening koran
bank
O Kesesuaian aset tetap yang dilaporkan dengan bukti kepemilikan / perolehan
4. Kesesuaian laporan keuangan dengan fisik
O Kesesuaian realisasi belanja dan bukti perfanggungjawaban dengan prestasi pekerjaan
O Kesesuaian saldo aset yang dilaporkan dengan bukti fisik aset (Cash Opname, BA
In( entarisasi, dsb..)

o HBermati kebi akan eSsiensi APRD
e |akukan indentarisir kegiatan hasil dari eSsiensi APBD yang telah ditetapkan dalam APBD4P: APRD
e Pastikan bah, a semua pengeluaran selalu didukung dengan bukti bukti yang sah dan lengkap

e Pastikan bah, a output kegiatan dalam keadaan darurat sesuai dengan usulan RKB Bumber BI 17 dan keperluan
mendesak sesuai dengan kriteria;

e [alam hal ada penerimaan sumbangan4hibah dari perusahaan, masyarakat atau pihak lain, pastikan pengelolaannya
mengikuti ketentuan peraturan perundang: undangan;

e [alam hal ada pemberian hibah atau bantuan, pastikan diterima oleh penerima manhat sesuai dengan regulasi;

I



"~ HASIL EVALUASI LKPD PROV/KAB/KOTA

» [erdapat target pendapatan pada beberapa SKPD1

< tidak terealisasi,

+ tingkat capaian realisasinya tidak optimal,

+ tidak ditetapkan target pendapatan tetapi terealisasi, dan

+ tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD;

/erdapat anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa SKPD1
« tingkat capaian realisasinya tidak optimal,
+ dianggarkan tetapi tidak terealisasi, dan
+ tidak dianggarkan tetapi terealisasi;

2 asih terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum di setor ke kas daerah sampai ( 1
Desember;

2 asih terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum di setor ke kas daerah sampai ( 1
Desember dan merupakan saldo kas tahun tahun sebelumnya pada bendahara pengeluaran;

Masih terdapat utang kepada pihak ketiga tahun-tahun se elumnya sampai dengan 31 Desem er elum

/

di ayarkan;

Lanjutan......

Terdapatnya utang agi hasil pajak dan retri usi ka upaten/kota, yang sampai dengan 31 Desem er elum
di ayarkan;

Terdapat Pengeluaran Pem iayaan digunakan untuk pem ayaran utang kepada pihak ketiga;

Terdapat Penyertaan modal pada perusahaan daerah yang tidak mem awa kontri usi yang signi,ikan
terhadap Pemerintah Daerah;

Terdapat kegiatan yang dianggarkan namun pelaksanaan kegiatan terse ut lokasinya dialihkan dan tidak
dimasukkan dalam Peru ahan Peraturan Daerah APBD TA erkenaan dan Peraturan - u ernur tentang
Penja aran Peru ahan APBD TA erkenaan;

Terdapat Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum yang
ukan merupakan kewenangan Pemda terkait;

Terdapat Pendapatan dari . ain-lain Pendapatan Asli Daerah dari Setoran Perorangan/. em aga yang
seharusnya masuk pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah/

Masih terdapat kesalahan penganggaran elanja arang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada
pihak ketiga/masyarakat dianggarkan di elanja modal yang seharusnya dianggarkan pada elanja arang
dan jasa;

o




RINCIAN SiLPA

> Pela3 pauan target PAD6 Dana TransZr6 Lain,lain Pendapatan Daerah 5ang
Sah6Pela3 pauan peneri3 aan pe3 biayaan daerah;

> Penghe3 atan belanja;
>  Sisa kegiatan, kegiatan lanjutan;

> el ajiban (4utang) kepada Pihak e,lll (SP2D yang belu3 dicairkan6
Pekerjaan yang sudah selesai tetapi belu3 dibayar);

> Uang titipan Pihak e,lll;
> Uang ada di R UD6Rek. Bendahara RSUD,BLUDg
/

ISUED STRATEGIS PENGELOLAAN KELANGAN DAERAW

SIKLUS TITIK KRITIS
Perencanaan Ketidak selarasan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dengan APBD
Penganggaran a. Belum diterapkannya Analisis Standar Belan a BASB7dan standar harga satuan untuk mengukur ke, aaran

pengalokasian dana dalam menghasilkan output tertentu untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal

b. Ketidak elasan indikator kiner a output dan outcome, tidak didukung dokumen Perencanaan &
Penganggaran

c. Kesalahan penganggaran Gperangkat daerah tdk berbasis kiner a, KPA menganggrkan seperti PA. tdk
sesuai klasi9kasi, kodeSkasi dan nomenklatur sesuai Kemnedagri 0a0: 20207

d. Perhitungan anggaran tidak cermat, sehingga selisih lelang4tender membengkak.

e. Standar satuan harga berubah: ubah atau melebihi standar harga satuan regional atau tdk sesuai harga

pasar.
Pelaksanaan |erdapat Kelebihan Pembayaran pada insentidPDRD atau tdk sesuai ketentuan;
perbendaharaan Keraguan aparat dalam memulai kegiatan akibat perencanaan tidak matang.

Refbcusing dan realokasi anggaran yg tdk konsisten dengan pelaksanaannya.

Keterlambatan pelaksanaan lelalng: padahal ada aturan lelang4kontrak dini: pengadaan dini, shg
penyerapan anggaran rendah.

e. Penad alan kegiatan4sub kegiatan tidak tepat sehingga harus merubah anggaran kas dan SPD.

i 9 Pelaksanaan per alanan dinas yg kurang memenuhi prinsip elsiensi, efktidtas dan rasionalitas.

== = B
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ISUED STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAM (2)

SIKLUS
Penatausahaan4
akuntansi4pelaporan

Pemeriksaan

a.
b.
C.
d.
.

TITIK KRITIS

Penatausahaan persediaan pada RS/D dan Dinkes belum tertib

Kelemahan penguasaan akuntansi double entry

Pengelolaan luntutan Perbendaharaan dan luntutan Santi Rugi belum sesuai & tdk optimal
Rekonsiliasi kas daerah dengan Kuasa B/D tidak teratur

Rekonsiliasi data BMD tidak tdk optimal - Sensus BMD?

Rediu dan pemeriksaan Inspektorat tidak optimal,
Indak lan ut hasil temuan APIP, BPK belum optimal

Has

il LHP A

Belum menerima pendapatan dari pemakaian asset daerah.

Berifkasi belan a hibah belum tertib.

Kekurangan aolume atas peker aan di Dinas.

Penatausahaan Aset | etap belum tertib.

Penyelesaian hutang kpd Pihak Ketiga Fhutang 1A sebelumnya?belum selesai: yg dpt
mengganggu kiner a dan tu uan kegiatan Pemda

PEN2E/A/ LAM/ATN2A REALGSASO
/ ELAN3A SERTA SOLUSOPER4EPATAN
PEN2ERAPAN DALAM AP/D TA 2 25

= Pertanggung a, aban Keterlambatan ad, al dan tahapan penetapan ranperda ttq pertanggung a, aban: I

11



PEN2E/A/ DAN LAM/ ATN2A REALGGASO
/ELAN3A AP/D TA 2 25

PEN2E/A/ DAN LAM/ATN2A REALGSASO
/ELAN3A AP/D TA 2 25

Lanjutan5

4
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SOLUSOPER4EPATAN REALGASO
/ELAN3A AP/D TA 2 26

Per epatan pengesahan DPA paling lambat () hari setelah pengesahan perkada APBD

Melakukan Pengadaan Dini Dimulai Akhir Bulan Agustus Tahun Sebelumnya Setelah, ota

Kesepakatan KUA-PPAS Ditandatangani Kepala Daerah Dan Pimpinan DPRD.

Per epatan Belanja Melalui E-katalog, E-katalog Lokal, Toko Daring Serta Penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

“ Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tanpa

Menggunakan Tahun Anggaran.

Per epatan Penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dari
Kementerian/Lembaga.

Per epatan Pelaksanaan DED Pada Awal Tahun, Diikuti Dengan Pelaksanaan Pekerjaan
Fisik.

“ Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga Berdasarkan Termin Sesuai Dengan Kemajuan
Kegiatan.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Dan Pengelola Barang/Jasa.

SOLUSOPER4EPATAN REALGSASO
/ELAN3A AP/D TA 2 26

Lanjutan5

Pembentukan Tim Monitoring dan e/aluasi, baik di Pusat maupun
Pro/insi dan Kabupaten/Kota melaksanakan rapat se ara periodik.

Pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran.

Per epatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban
kegiatan.

Melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti
pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap
mempedomani peraturan perundang-undangan.

Mendorong peran APIP dalam melakukan Re/iu terhadap dokumen
peren anaan dan keuangan.

Meminta pendampingan dan asistensi AP- dan Korsupgah KPK

13
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TRANSFORMASI
PENDAPATAN DAERAH YANG
BERSUMBER DARI PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SERTA TRANSFER

PEMERINTAH PUSAT

Pemerintahan Daerch

KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL

Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan
kesejahteraan di seluruh pelosok NKR!

=
g
Pemerintah Pusat
DES. LISASI FISKAL
Spending Quality
Belanja Doerah Yang Berkualitas dan Sinergis  :
Mewujudkan

-
E Fiscal Resources Allocation
 Umum Panganggaran | Pengembangen Panguatan :
Berkualitas Aparatur Pengawasan Alokasi
5 Sumber Daya
Nasional yang
Efektif &
Efisien

Penyerahan :
Sebagian Urusan
Pemerintahan :
Konkuren kepada
Daerah Duaris Abadl Distah Harmenisasi & Sinergi
Fiskal




TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL

Meskipun telah menunjukkan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada

berbagai tantangan.

Pemanfaaton TKDD yang belum optimal Struktur belanjo daerah yang belum memuaskan

* Sebagion besar DAL digunakan untuk * Program & kegiotan belum fokus (29623
belanja pegawal (64,8%) program dan 263.1335 kegiatan)
* Ketergantungan daerah terhadap DAK * Dominasi belanjo pegawai (32,4%)
sebagai salah satu sumber belanja * Belanja infrastruktur sangat rendah (11,5% )
madal
Local tax ratioc masih cukup rendah Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas
Maeski penarimaan PDRD mengalami * Pemanfaatan KPBU masih terbatas
peningkatan namun local fax rafio * Tetal pinjaman daerah di Indonesia sangat
tertekan di angka 1,2% pada tahun rendah (0.049% PDB) dibandignkan rata-
2020 akibat pandemi rata pinjaman daerah di negara berkembang
sebesar 5% PDB (2000);
Masih terjadi mismatch antara program pusat dan daerah,
misal KPBU SPAM Umbulan terkendala karena pemda belum
membangun sambungan ke masyarakat.

BELUM MERATA NYA LAYANAN
PUBLIK ANTAR DAERAH

IPM Akses Air Minum Layak
Capasan Tertinggl Capaian Tertinggi"

= Kota Yogyakarta (86,61%) * Kota Magelang [100,00%)
Capaian Terendah Capaian Terendah

* Kab. Nduga (31,55] * Kab. Lanny Jaya |1,06%)

Nasional 71,94 m

APM SMP/SMA

Capalan Tertinggi

* ¥ab. Humbang Hasundutan (50,38%)
Capaian Terendah

- Wab, Intan faya{13,34%)

+ Py Sumber: BPS [2019-2020]
Nasional 70,68% e f &
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REFORMASI FISKAL

Bonus demografi menjadi momentum untuk penguatan fondasi dan daya saing melalui reformasi
struktural yang didukung dengan reformasi fiskal

e g ot B %&
H dan perlinsos yang efekiif ( termasuk reformasi ) melalul infrastrukiur digital et

—_— H untuk mendorong kualitas desentralisasi fiskal dan efisiensi logistic serta _—:—-_—
DM kenektivitas e
Sumber Daya Pembangunan
Manusia Infrastruktur
Penyederhanaan
Reformasi Sektor Reformasi Sektor
Riil Kevangan

= Mendorong penciptaan Peningkotan ekosistem investasi Pengadaan tonah Pasar kevangan yang mendalam: DEPTH
lapangan kerja Perizinan berusaha awasan ekonomi Sektor kevangan yang dapat diokses
* Memudahkan pembukaan etenagakerjoan Investasi pemerintah pusat & cara luas: ACCESS

usaha baru Dukungan UMKM percepatan PSH Sistem kevangan yang efisien, kuat,
Mendukung pemberantasan Kemudahaan Administrasi pemerintahan stabil: EFFICIENCY
korupsi Riset dan Inovasi Pengenoon sanksi
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PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Definisi

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya
kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan%tau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan..

STRUKTUR PAJAK DAERAH DALAM UU HKPD

Restrukturisasi & integrasi jenis pajak daerah ditujukan untuk mengurangi edministrative & compliance cost serta optimalis
pemungutan, sedangkan skema opsen ditujukan untuk penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan
Undang-Undang 28 Tahun 2009
Provinsi Kab/Kota
1. PBBP2 7. BPHTB
. P 1: :PER 2..~Pajak Penerangtn, Jalan 8. Pajak MBLB
2. BBNKB 5 Pajak Parkir 9. Pajak Reklame
% (FOBKE {4. Pajak Hatel 10. PAT
4. PAP *§. Pajok Restoran T’ 11. Pajak Sarang Burung Walet
5. Pajok Rokok 6:"--.P'_t_!i=!|< Hiburun___.—"‘
[ TR e
UU HKPD
Provinsi Kab/Kota
1. PKB
2. BEMNKEB 1. PBBP-2 &, PAT
3. PAB 2. PBJT 7. Paojok Sarang Burung Walet
‘:’ 4. PBBKB 3. BPHTR 8. Opsen PKB dan Opsen BBNKB
5 PAP 4. Pajak MBLB
6. Pajok Rokok 5. Pajak Reklame
7. Opsen Pajak MBLB
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Rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan
menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif
Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu ’ Retribusi Jasa Umum (5 jenis psl\:iyunun'_l'
(15 jenis pelayanan) (11 jenis pelayanan) (5 jenis pelayanan izin) . 1. pelayanan kesehatan
. 2. pelayanan kebersihan
1. Pelayanan Kesehatan 1. Pemakaian 1. PBG (Persetujuan 5 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum
2. Peloyanan Kebersihan Kekayaan Daerah Bangunan Gedung) . 4. pelayanan pasar
3. Bioya Cetak KTP dan Akta 2.  Pasar 2. |zin Tempat Penjualan 5 5. pengendalian lalu lintas
Catatan Sipil Grosir /Pertokoan Minuman Beralkohol .
4. Pelayanan Pemakaman 3. Tempat Pelelangan 3.  lzin Trayek :
5.  Parkir di Tepi Jolan Umum 4. Terminal 4, lzin Uscha Perikanan . " . ..
6. Pelayanan Pasar 5. Tempat Khusus 5. Perpanjangan lzin H Retribusi Jasa Usaha (10 jenis pelayanan)
7.  Pelayanan Pengujian Parkir Mempekerjakan Tenaga  «
Kendaraan Bermotor 6. Penginapan/Villa Kerja Asing b Sumdhsape{(ﬂ Ulé‘l 2?&29?9, r:enlgﬂn
8. Pemeriksaan Alat 7.  Rumah Potong (PP97,/2012) . mengnopuston ki eming
Pemadam Kebakaran Hewan ‘
9. Biaya Cetok Peta 8. Pelayanan Retribusi Izin Gangguan ey —. -
10. Penyediaan /Penyedotan Kepelabuhanan dfhap:s UUI' Cipta Kerja Retribusi Perizinan Tertentu (3 jenis pelayanan izin)
11. FP::;;Jnhun Limbah Cair I Lt::pg;ﬂiar:‘r;zﬂ v 1. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
12. Pelayanan Tera/Tera 10. Penyeberangan di E 2. PTKA [Perpanjangan IMTA}
Ulang Alr 3. PPR (Pengelolaan Pertambangan
13. Pelayanan Pendidikan 11. Penjualan Produksi l_—?‘ - Rakyar)
14. Pengendalian Menara Usaha Daerah E. -
Telekomunikasi ! n Retribusi Tambahan yang diatur dengan PP (misal
15. Pengendalian Lalu Lintas - retribusi perkebunan sawit)
(PP 97,/2012)
NO
JENIS PAJAK UU 28/2009 UU 1/2022 KET
1. |PBB P2 paling tinggi (,3) paling tinggi (,5) +arif maksimum naik, namun
diberikan diskresi bagi Pemda untulf
melakukan set up , ilai
-ual . ena Pajak /, -. POyaitu
sebesar2() s.d.1(() dari, -1P.
2. |BP2+B paling tinggi 5) paling tinggi 5) +etap
3. |PB-+ Pengelompokan beberapa jenis
pajak.
a.| Makanan dan%tau | paling tinggi 1() paling tinggi 1() +etap
Minuman
b. | +enaga 3istrik paling tinggi sebesar 1() paling tinggi 1() 4 +etap
penggunaan tenaga listrik  dari konsumsi +enaga 3istrik dari
sumber lain oleh industri, sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas pertambangan minyak bumi dan
alam, tarif Pajak Penerangan -alan gas alam, ditetapkan paling
ditetapkan paling tinggi 3) . tinggi sebesar 3) 4dan
Penggunaan tenaga listrik yang konsumsi +enaga 3istrik yang
dihasilkan  sendiri, tarif = Pajak dihasilkan sendiri, ditetapkan
Penerangan -alan ditetapkan paling paling tinggi 1,5) .
tinggi 1,5) .
c. | -asa Perhotelan paling tinggi 1() paling tinggi 1() +etap
d. | -asa Parkir paling tinggi 3() paling tinggi 1() Penyesuaian  untuk  mendoro
pertumbuhan perekonomian.




PERBANDINGAN TARIF PAJAK KABLIPATEN/KOTA
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NO JENIS PAJAK UU 28/2009 Uu 1/2022 KET
e.|-asa. esenian dan paling tinggi 35) paling tinggi 1() 4 +erdapat penyesuaian.
2iburan . husus untuk 2iburan berupa . husus tarif PB-+ atas
pagelaran busana, kontes jasa hiburan pada
kecantikan, diskotik, karaoke, klab diskotek, karaoke, kelab
malam, permainan ketangkasan, malam, bar, dan mandi
panti pijat, dan mandi uap%pa, uap%pa ditetapkan paling
tarif ~ Pajak  2iburan dapat rendah 4() lempat puluh
ditetapkan paling tinggi 55) persen0 dan paling tinggi
. husus 2iburan kesenian 55) /tujuh puluh lima
rakyat%adisional dikenakan tarif persen0
Pajak 2iburan ditetapkan paling
tinggi 1() .
4. | Pajak Reklame paling tinggi 25) paling tinggi 25) +etap
5. |P6+ paling tinggi 2() paling tinggi 2() +etap
6. | Pajak MB3B paling tinggi 25) paling tinggi 2( ) +erdapat penurunan tarif karena

mengakomodir 1 psen MB3B.

Pajak 7 arang Burung
8 alet

paling tinggi 1()

paling tinggi 1()

+etap

1psenP. B

66) dariP. B

1psenBB, . B

66) dariBB, . B

penerimaan . ab%ota yang
dimaksudkan sebagai pengganti
/shiftingObagi hasil P. B dan
BB, . B

POINTER PENYESUAIAN TARIF PAJAK

Pajak Kabupaten/Kota:

1.

Tidak ada perubahan tarif untuk BPHTB, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak Sarang Burung
Walet.

Terdapat kenaikan tarif PBB-P2, namun diberikan diskresi bagi Pemda untuk
melakukan set-up ilai Jual Kena Pajak ( JKP) %itu sebesar 20% s.d. 100% dari J( P.

. Terdapat pengelompokan untuk jenis barang jasa tertentu %ng terdiri dari makanan

dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan
hiburan.

. Terdapat penurunan tarif Pajak - B. B karena adan% kebijakan opsen %ng diharapkan

tidak membebani / ajib pajak.
Penambahan ( bjek Pajak %itu ( psen PKB dan - B. B %ang merupakan pengganti bagi
hasil PKB dan BB KB.




RESTRUKTURISASI RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Jasa Usaha
(10 jenis pelayanan)

Retribusi Jasa Umum
(5 jenis pelayanan)

1. Pemakaian

. pel kesehat
pe ayanan kesehatan Kekayaan Daerah

. pelayanan

Kepelabuhanan
Tempat Rekreasi
dan Olahraga

. Penyeberangan di
ir

)Peniuqlcn Produksi

Usaha Daerah

1
2
kebersihan 2. Pasar )
3. pelayanan parkir di Grosir /Pertokoan
tepi jalan umum 3. Tempat Pelelangan
4. pelayanan pasar 4. ;emkl?m Khusus
i arkir
4., l;i)nefr;gzendqllan lalu 6. Penginapan/Villa
7. Rumah Potong
Hewan
8. Pelayanan
9.

11.

1.
2.
3.

Retribusi Perizinan Tertentu
(3 jenis pelayanan izin)

P, G -Persetujuan , angunan Gedung.
PTK) -Perpanjangan OT) .

PPR -Pengelolaan Pertambangan
Rakyat.

2(22.

@¢cccccccccccccccccce

’Rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk
peningkatan kvualitas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dan men iptakan ekosistem
iklim usaha yang kondusif.

Retribusi Daerah bersilat closed list yaitu tidak dapat
dilakukan penambahan oleh Pemerintah Daerah diluar
yang telah diatur dalam UU 20. 1 Tahun 2( 22.

2 amun3 penambahan jenis retribusi dimungkinkan
dengan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
sesuai amanat Pasal 88 ayat -8. UU 20. 1 Tahun
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PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Jasa Umum
= Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
Retribusi Jasa 1mum ditetapkan dengan

memperhatikan bia% pen%diaan jasa
%ng bersangkutan, kemampuan
mas%rakat, aspek  keadilan, dan

efekti2itas pengendalian atas pela%nan
tersebut.

@-ccccccccccccccccce®

Jasa Usaha

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarn%
tarif Retribusi Jasa 1saha untuk memperoleh
keuntungan %ng la%k.

Keuntungan %ng la%k merupakan keuntungan
%ng diperoleh apabila pela%mnan Jasa 1saha
tersebut  dilakukan se3ara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.

@-ccccccccccccccccce@®

Perizinan Tertentu

Prinsip dan sasaran dalam penetapan
tarif Retribusi Peri4inan Tertentu
didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh bia%
pen%lenggaraan pemberian i4in
%ng bersangkutan.

Bia% pen%lenggaraan pemberian
i4in  meliputi bia% penerbitan
dokumen i4in, penga/ asan,
penegakan hukum, penatausahaan,
dan/atau bia% dampak negatif dari
pemberian i4in tersebut.
Sesuai ketentuan
perundang-undangan.

peraturan
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PENENTUAN TARIF RETRIBUSI

» Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah %ng ditetapkan untuk menghitung besarn%
Retribusi %ang terutang.

» Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau ber2ariasi menurut golongan sesuai
dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

» Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama ) (tiga) tahun sekali.

» Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

» Penetapan Peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Perkada.

REPUBL(K (ND. NES()

g KEMENTER) N b) L) M NE, ER( ISU STRATEGIS PP NO. 35 TAHUN 2023

Badan Layanan Umum Daerah
@ O Pela%nan %ng diberikan oleh B. 15 merupakan bagian dari objek Retribusi Jasa 1 mum dan
Retribusi Jasa 1saha sesuai dengan la%nan %ng dihasilkan.
O 5Setail rin3ian objek atas pela%nan %ng diberikan oleh B. 15, diatur dalam Perkada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O Perkada disampaikan kepada - enteri, menteri %ang men%!lenggarakan 1rusan Pemerintahan
dalam negeri, dan 5 PR5 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

Pen%suaian detail rin3ian objek sepanjang perubahan detail PERDA PERKADA KET
rin3ian objek tersebut berada dalam satu rin3ian objek. 7ontoh | Pelayanan Pelayanan Objek Retribusi
perubahan detil rin3ian objek, misal: Kesehatan Kesehatan

. . Pel.  Penyakit | Pel. Penyakit | Rincian ~ Objek
RS15 X pada Kabupaten : men%diakan pela%nan pen%kit |yt Mulut Retribusi
mulut dan konser2asi gigi kepada mas%rakat. Beberapa tahun |pe  Konservasi| Pel.  Konservasi | dst
kemudian, RS15 X men%diakan pela%nan baru berupa |Gigi Gigi
kemoterapi, farmasi dan bedah mulut. - aka, untuk memungut Pel. Ke oterapi |dst
Retribusi atas pela%nan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, Pel. Far _asi dst
Pemda Kabupaten : dapat menambahkan pela%nan kemoterapi Pel. Bedah Mulut | dst

dalam Perkada sebagai berikut:




KEMENTER() N D) L) M NE, ER(
REPUBL(K (ND. NES()

O

Pemanfaatan Aset Daerah

Salah satu onjek retribusi jasa usaha adalah pe anfaatan aset Daerah yang tidak
engganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah

dan/atau opti alisasi aset Daerah dengan tidak engubah status kepe ilikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata 3ara penghitungan besaran tarif diatur
dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi %ang selanjutn% dapat ditetapkan dengan Perkada.
U Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata 3ara penghitungan besaran tarif dengan
Perkada, dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik 5 aerah %ng berupa:
a. se/ a%ngmasase/ an% lebih dari 1 (satu) tahun;
b. pinjam pakai;
3. kerja sama pemanfaatan;
d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
e. kerja sama pen%diaan infrastruktur.

U Penetapan Perkada dilakukan setelah proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
U Pelaksanaan pemanfaatan barang milik 5 aerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan %ang mengatur mengenai pengelolaan barang milik 5 aerah.
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ISU STRATEGIS PP NO. 35 TAHUN 2023

KEMENTER() N D) L) M NE, ER(
REPUBL(K (ND. NES()

C)

Kerja Sama dalam Pemungutan Retribusi
Pemerintah 5aerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam
melakukan Pemungutan Retribusi.

Q Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga, tidak termasuk penetapan tarif, penga/ asan, dan
Pemeriksaan.

O Pemungutan Retribusi %ng dilaksanakan oleh pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan efisiensi dan efektiZitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban
Wajib Retribusi.

O Penerimaan Retribusi %ng dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum
daerah se3ara bruto.

Q Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

O Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 3ara pen%lenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak
ketiga diatur dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ISU STRATEGIS PP NO. 35 TAHUN 2023




SOLUSI OPTIMALISASI PAD

F 1 seluruh proses pemumn mialai dari dataz
claft 8 han hingga
PENGUATAN MEKANISME i
: Peningkatan Kemampuan SDM melalul penyertaan aparat dalam
' setiap Diklat, FG0 dan forum forum ki dibidang
pengelataan Pajak 2an Retribusi Dasrsh
JANGHA
PANIANG

OPTIMALISASI
P Uji Potenst
- PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA
| 5 TRANSAKS! [CHIP
= PEMANTAUAN LANIUTAN OLEH
L Ewaluasi PAD

= PISCUS, minimal 6 bulan
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Alur Optimalisasi PAD

Pendataan 6nalisa .. +indak
. ebijakan .
Ulang Data J 3anjut

1. 7ur; ey lapangan e 1. Ekstensifikasi . Penyelesaian Piutang
2. Pemeliharaan basis data 1. Verifikasi Data 2. Penagihan 6 kif

. 2. Intensifikasi .
3. . erja sama dengan 2... larifikasi Data 3. Di; ersifikasi 3. Implementasi E+PD

intansi lain / pertukaran 3. Pemeriksaan C 4. . erjasama dan
Data0 4. Digitalisasi pengembangan
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L. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGELOLAAN
PAJAK dan RETRIBUST DAERAH

Belum
adanya juru
sita

Pendaftaran
hanya dapat
dilakukan
pada Loket
Bapenda

Pelaporan
hanya
dapat
dilakukan
pada Loket
Bapenda

Pembayaran
masih
dilakukan
secara
LELIEDS

Pengawasan
baru
dilakukan
melalui
uji
potensi
secara
LELIEDRS
oleh

Upaya
CELELBGEL]
baru
sebatas
teguran

Jumlah
Wajib Pajak Wajib
yang RERE]Y dapat 1
terdaftar harus dilakukan fiscus
masih belum mengantri pada Loket hari 24 Adanya WP
sesuai lama untuk Bapenda jam selama tutup
Potensi di melaporkan satu bulan ki) PO
lapangan SPTPD Wajib penuh utang

RENELS .
Jumlah Banyaknya LETH Peqerlksa
petugas SPTPD yang mengantri Pajak
pendataan tidak lama untuk sangat
belum dilaporkan melakukan terbatas
LELEGERS tepat pembayaran

"E1.340]

Pembayaran
LELIE]

PENDAFTARAN
PELAPORAN
PEMBAYARAN
PENGAWASAN
PENAGIHAN

Terbatasnya
SDM Penagih

Sebagai bahan kajian dan analisa

Sebagai dasar pengambilan

TUJUAN kebijokan dan keputusan pimpinan

Sebagai dasar untuk pengembangan

dan inovasi

1(
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3. SUSUC JEC(CACA ~(0.AS. DALAM
PE(/ELOLAAC PAJAK DAC )ET) -BUS-
DAE)AL BE)BAS.S TEK(OLO/. 2
MASTE)PLAC T 3 D.LACJUTKAC DEC/A(
PE(//UCAAC APL-KAS. DALAM ME(DUKU(/
PE(/ELOLAAC PAJAK 4)ET) BUS. YAC(/
MODE) (. SESUA. DEC(/A(

YA(/ TELAL D. BUAT

4. KEMUDAHAN PELAYANAN
PEMBAYARAN PAJAK dan RETRIBUSI
DAERAH

1 Pel y n nberb sis online sys(e)
b h+ ns) r(, hone

2 Je) ,-(Bol Kel , n. n/b h+ n
) e) b-+ | y n n0ielen(Z21en(
) sy r+(

3 Me) b-+ Ker3s ) 0Oen. n OPD/
Ins( nsi/ berb . iPJP/(er) s-+
eZxo) ers/ Gn(ech0 n) erch n(
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1. Rekonsiliasi 1 bulan sekali untuk
memantau pendapatan PDRD dan
pelaporan nya, serta mencari solusi
dalam penyelesaian masalah yang
dihadapi OPD, Digimpin oleh Kepala
Bapenda.

2. Rapat E aluasi pendapatan Pajak
dan retribusi per OPD setiap
TriWulan dipimpin oleh Sekertaris
Daerah.

3. Rapat e dluasi per Semester
dipimpin oleh Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daergh. @

6. PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMEN T

Ft'ﬁﬁti’iihli FENG
IIH Fi:ﬂ’ . miiﬂw s ! MU mEuBillE l:::ﬂg
S HB Fﬁm y Rl ol v
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Faktor pendukung
keberhas lan Rpéga,up';ﬁﬁa',
dalam Opt mal sas e

PAD KOMITMEN
Mel put : .D2,67, dan

Masyarakat

KONSISTENSI ‘ ((;k\-,

Dalam pelaksanaan
Road Map yang telah
ditetapkan

INFRASTUKTUR dan
ETPD
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: @ »A/ 5. ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAERAH

26
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
bangga

DANA TRANSFER

% WO r'_—|
“i-lm S

{ |

-

—

I

mmmmmmmmmmmmmmm LRI I Kemendagri (@) Kemendagri

‘ DANA BAGI HASIL

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja
tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan
Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan
pemerataan dalam satu wilayah.

v 0 emperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan  JENIS DBH

g pemulihan ekonomiO N
s _ -- PAJAK o SDA ------
o i PB (© KEHUTANA

Pengalokasian berdasarkan realisasi T91 8 B
% 9 = pp & MiNeErBA

—

o Dialokasikan kepada5 h U= MIGAS

» daerah penghasil8 '(IEH > PANAS

> d h pengolahld

eron peng o 6 BEMkanan

» Daerah non penghasil yang berbatasan langsung dengan
daerah penghusi|8 m
\PER K= 5LUMSM SAWIT
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ALOKASID H ERDASARKAN UU NO. 1/2022

i 3. pagu TKS5 se3ara keseluruhan; dan
d. target pembangunan nasional.

i berdasarkan Kkarakteristik ke/ ila%han seperti

ke/ enangan 5aerah antara pro2insi dan kab/kota.

S5ata untuk menghitung kebutuhan fiskal

mabanal

Proporsi pagu 5A1 antara 5aerah proZinsi dan 5aerah kab/kota dibagi menjadi beberapa kelompok
dan perekonomian 5aerah, dengan
mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan 1lrusan Pemerintahan %ng menjadi

letak geografis

UU No. 1/2022 (dalam %)
JENIS PENERIMAAN NEGARA Pemerataan
YANGDIBAGIHASILKAN | Pusat | Prov | Oaemh | Baersh mopacan] Dasrah
Langsung Lainnya
PPh Pasal 21 dan 25/29 80 7.5 8.9 3.6
Pajak Bumi dan Bangunan 4] 162 738 10
|Cukai Hasil Tembakau 97 o8 12 1
iidmnm %6 08 24 08
Minyak Bumi
Darat - Laut <4 Mil 845 2 6.5 1 3 3
4 Mil <Laut <12 Mil 845 5 1 95
Gas Bumni
Darat - Laut <4 Ml 69.5 4 13.5 1 6 6
4 Mil <Laut <12 Mil 69.5 10 1 19.5
[Mineral dan Batubara
luran Tetap
Darat - Laut <4 Mil 20 30 50
4 Mil <Laut <1ZMil 20 80
luran Produksi (Royalti)
Darat - Laut <4 Mil 20 16 32 8 1z 12
4 Mil <Laut <12 Mil 20 26 8 46
|[Kehutanan
noPH 20 32 48
PSDH 20 16 32 16 16
Dana Reboisasi 60 40
Panas Bumi 20 16 32 8 12 12
Perikanan 20 80
{0 €8 kemendagri ) kemendagriRl 5% kemendagrigo.id

------ O DANA ALOKASI UMUM
5A1 adalah bagian dari TKS %ng 1. 5A1 untuk tiap-tiap 5aerah dialokasikan untuk
dialolasitam dengan tujuan mengurangi provinsi dan kab/kota, berdasarkan  3elah :
ketimpangan kemampuan keuangan dan la%nan fiskal untuk 1 (satu) tahun — anggaran;

A . 7elah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara
Penetapan Pagu DAU Nasional kebutuhan fiskal Daerah dan potensi :
. " pendapatan Daerah;

i Pagu nasional DAU ditetapkan Kebutuhan fiskal 5aerah merupakan kebutuhan
dengan mempertimbangkan: i ) ) pendanaan 5aerah dalam rangka
a. Kebutuhan pela%nan publik sebagai bagian pen%tenggaraan 1rusan Pemerintahan %ng

dari pelaksanaan lrusan Pemerintahan menjadi ke/ enangan 5aerah;
%ng menjadi ke/ enangan 5aerah; ) Potensi pendapatan 5aerah merupakan
b. kemampuan Keuangan egara; penjumlahan dari potensi PA5, alokasi :

5BH, dan alokasi 5 AK nonfisik.

S5aerah dan

Canwals Al nvalala Ansai Tavalha~n

manmAdamaban

(5 €8 kemend dagriRl  £53 kemendagri.go.id

i K
s n
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Perhitungan DAV

. kebutuhan pendanaan daerah dihitung i satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap urusan dan
DAU = Cel hFis+ |18CF9 dengan faktor penyesuaian serta i dasar peny :
Cel hFis+ |1&F9 = Keb- (- h n Fis+ |

[A /UB i Ctarget layanan iOC faktor penyesuaianDE 2 o, Po(ensi PAD + a, lo+ si
DBH + a; lo+ si DAK Nonisi+

Po(ensi Pen0 |,
D erh

(n

kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan

S (- nBiy &C9 F_+(orPenyes- i n Keb-(-h n

Rerata 3 tah Pendidikan Jumlah siswa sesuai kewenangan D asiulavaly D's r
erata un Prov. dan Kab. Kota 2. variabel  karakteristik Penyelen.. r n
Belanja Daerah . . q q
J X wilayah (daerah Pe) erin( h n
sektor tertentu Kesehatan Jumlah Penduduk X kepulauan, pariwisata, anee .
dlbzglaclilengan poratd Pekerjaan  Panjang jalan sesuai kewenangan konservasi hutan, memperhatikan
T ar et Umum Prov. dan Kab. Kota PERER, sl ZRrny -umlah gaji 67,
layanan per masing- 3. )ndeks kemahalan
masing kelompok Layanan Jumlah Penduduk S Daerah
Umum 4. kepadatan penduduk; dan

el

indikator lainnya dengan
bobot tertentu.

Penggunaan PAVU

Alokasi
DAV

Bagian DAU Tidak Bagian DAU Disesuaikan dengan
Ditentukan Ditentukan program/kegiatan yang
Penggunaannya. Penggunaannya.

ditetapkan oleh Pemerintah

digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka
peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan.

Diserahkan sesuai kewenangan
dan prioritas Daerah. 1. BIDANG PENDIDIKAN
2. BIDANG KESEHATAN

digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam
3 BIDANG PEKERJAAN ra%gka penlngkatar% kualitas Iayénan dasar bidang
UMUM Pekerjaan Umum.

Dukungan pendanaan kelurahan digunakan untuk member
dukungan pendanaan kepada Kepala Daerah kabupaten/kota

4. KELURAHAN gan penda pada Kep: paten/
dalam memenuhi penganggaran bagi kelurahan, sesuai juknis dar
Kemendagri.

Dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk
5. PPPK | pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK.

digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka
peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan.

16



KEMENTERIAN DALAM NEGERI | -
FAKTOR PENYESUAIAN DALAM REPUBLIK INDONESIA

Kebutuhan Fiskal (KbF) = [3 (UC | x target layanan i) x Faktor Penyesuaian] + kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan

Faktor Penyesuaian bertujuan untuk memberikan qﬂrm O Masing2 Faktor Penyesuain di index-kan dan di normalisasi
alokasi kepada Daerah-Daerah karena perbedaan tingkat menjadi index normal darl yang terkecil 1 sampai dengan
kemahalan konstruksi dan/atau karena karakteristiknya relative yang terbesar 2 pada masing2 Kelompok Perhitungan;
membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya. O Indeks Faktor Penyesuain dijumlahkan dengan bobot tertentu
menjadi Index Komposit Faktor Penyesuaian;

FAKTOR PENYESUAIAN

h h Daerah Konservasi
IKK Densitas Penduduk Daerah Kepulauan Daerah Pariwisata Caran AT, : :
Pangan Hutan
Indeks Kemalahan Jumiah Penduduk dibagi Luas Wilayah Laut, data Indeks Pariwisata dari (indeks pertanian dan {Indeks luas lahan tutupan
Konstruksi, dari BPS Luas Wilayah, sumber data bersumber dari BIG Kemenparekraf perikanan, darl Kementan hutan, dari Kemen LHK)
dari Kemendagri dan Kemen Kelautan
Perikanan)
BOBOT PERHITUNGAN FAKTOR PENYESUAIAN
Contoh perhl' g ian Provinsi Aceh:
-“---E--
Data awal 100,59 43.659,02
Indeks Normalize 140 i 11 1,42 1,51 7 72 2 00

Indeks Normalize = ((nilai indeks daerah - nilai indeks minimal dalom kelompok) / (nilai maksimal - nilai minimal)) + 1
Contoh Indeks Normalize IKK Provinsi Aceh = (100,59 - 90,46) / (115,97 — 90,46)) + 1 = (10,13 / 25,51) + 1= 1,40

May 26

DATA DASAR DAU TA 2025
Realisasi Belanja per Urusan 2021 sd. 2023* —> Kemenkeu
Kebutuhan Jumlah Siswa 2021 sd. 2023* —> Kemendikbud
Fiskal Jumlah enduduk 2022sd. 2024 — Kemendagri
anjang Jalan 2021 sd. 2023* —> Kemen U R
Kebutuhan Belanja egawai 2024 i Kemenkeu
Dasar Formasi Calon &ND 2024 e Kemen &NRB
emerintahan i
Luas Laut 2023* frcya BI*
IKK 2024 TR B S
Faktor | Densitas 2024 e Kemendagri
enyesuaian Indeks Daerah Ketahanan angan 2024 vt Kementan & Kemen K
Indeks Daerah Tutupan Hutan 2023* T Kemen LHK
Indeks Daerah ariwisata 2024 e X Kemenparekra.
3 tensi 8D Fvic
otensi otensi 2024 Kemenkeu
endapatan B DBH 2024 % Kemenkeu
D&K Non.isik 2024 e Kemenkeu
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DANA ALOKASI KHUSUS

Dana , lokasi Khusus (D, K( adalah bagian dari -KD yang dialokasikan dengan tujuan untuk
mendanai program, kegiatan, dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan
membantu operasionalisasilayanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

1 DAK Fisi+

2 DAK Non Fisi+ ||

3 Hib h+e, 0 D er h

adalah bagian dari - KD
yang dialokasikan untuk
mendukung
pembangunan pengadaan
sarana dan prasarana
layanan publik daerah
dalam rangka men. apai
prioritas nasional,
memper. epat
pembangunan daerah,
mengurangi kesenjangan
layanan publik, dan atau
mendorong
pertumbuhanperekonomian
daerah.

D, K/ onfisik
adalah D, K
yang
dialokasikan
untuk membantu
operasionalisasi
layanan publik
daerah yang
penggunaannya
telah ditentukan
oleh pemerintah
pusat.

O digunakan untuk mendukung pembangunan
fisik dan atau layanan publik di Daerah
tertentu yang didasarkan pada perjanjian
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

O bersumber daril
» penerimaan dalam negeri;
» pinjaman luar negeri; dan atau
»hibah luar negeri.

O diberikan dalam bentuk uang.

O Kementerian lembaga dapat memberikan hibah
kepada Daerah dalam bentuk selain uang;

O 2ibah dalam bentuk selain uang di. atat sebagai
pendapatan transfer pada laporan keuangan
Pemerintah Daerah.
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A.

Pendahuluan

1. Umum
Berikut adalah laporan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Sinergi ebijakan
euangan Daerah dan Optimalisasi PAD dalam Penyusunan Raperda Laporan euangan

Pemerintah Daerah” yang dilaksanakan di ( otel “Grand arlita” Pur) okerto - Banyumas.

2. , aksud dan -ujuan
egiatan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan
pemahaman. kapasitas. dan sinkronisasi antara pemerintah daerah. DPRD. serta perangkat
terkait dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. transparan. dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu. kegiatan ini bertujuan
memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian penting
dalam mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan euangan

Pemerintah Daerah secara tepat. e/ekti/. dan berkualitas.

0. Ruang Lingkup
egiatan ini merupakan kegiatan Bimbingan - eknis DPRD abupaten Purbalingga
yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian epada , asyarakat
(LPP, ) Unifersitas A 2bekerjasama dengan Sekretariat DPRD abupaten Purbalingga.
yang dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan 13 , ei 2426. bertempat di ( otel “Grand
arlita” Pur) okerto - Banyumas yang dihadiri oleh 36 peserta terdiri dari Pimpinan dan

Anggota DPRD abupaten Purbalingga.

egiatan yang Dilaksanakan

egiatan yang dilaksanakan berupa Pendalaman -ugas/Bimbingan -eknis bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD abupaten Purbalingga.



C. ( asil yang Dicapai

Focus Group Discussion (FGD) ini menggunakan metode ceramah diikuti diskusi

interakti/ antara pimpinan dan peserta dan dipandu oleh moderator Sdri. Annisa Fathatil

( idayah A.. S.Sos.

1.

Adapun hasil dari Focus Group Discussion (FGD) adalah sebagai berikut 9
Struktur dan Penyusunan Raperda Laporan euangan Pemerintah Daerah (L PD)
, ateri pembahasan dalam kegiatan ini meliputi beberapa aspek penting terkait penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan euangan Pemerintah Daerah
(L PD). antara lain9
a. Dasar ( ukum Penyusunan L PD dan Raperda
= Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyusunan L PD dan Raperda.
» Sinkronisasi kebijakan keuangan daerah dengan ketentuan pemerintah pusat.
b. Struktur Dokumen L PD
= omponen utama laporan keuangan daerah. meliputi9
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- :eraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan Arus as (LA )
- Catatan atas Laporan euangan (CalL )
» Penyajian data keuangan yang akurat. transparan. dan akuntabel.
c. -ahapan Penyusunan Raperda Pertanggungja) aban APBD
* Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data. rekonsiliasi. penyusunan dra/t.
hingga pembahasan bersama DPRD.

» , ekanisme harmonisasi dan elaluasi Raperda sesuai ketentuan yang berlaku.



Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

= 2nplementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

= Penyesuaian kebijakan akuntansi daerah terhadap standar nasional.

Optimalisasi ualitas L PD

» Strategi peningkatan kualitas laporan keuangan untuk memperoleh opini terbaik
dari BP .

» Penguatan sistem pengendalian intern dan kepatuhan administrasi keuangan
daerah.

Permasalahan dan Solusi dalam Penyusunan L PD

= Qentifikasi kendala teknis maupun administrati/ dalam penyusunan laporan
keuangan.

» Penyampaian solusi. praktik baik. dan langkah percepatan penyelesaian dokumen
Raperda.

Sinergi Perangkat Daerah dalam Penyusunan L PD

» Penguatan koordinasi antar perangkat daerah guna mendukung ketepatan ) aktu
dan faliditas data laporan keuangan.

= Peran DPRD dan - APD dalam proses pembahasan dan elaluasi Raperda L PD.

, elalui pembahasan materi ini diharapkan peserta mampu memahami struktur penyusunan

Raperda L PD secara komprehensi/. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

serta me) ujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. e/ekti/. dan akuntabel.

Sinergi ebijakan euangan Daerah dengan PAD dalam L PD

, ateri pembahasan dalam kegiatan ini di/okuskan pada upaya memperkuat sinergi

kebijakan keuangan daerah dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam

penyusunan Laporan euangan Pemerintah Daerah (L PD). meliputi9

ebijakan euangan Daerah dalam Pengelolaan APBD
= Arah dan strategi kebijakan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan

daerah.



= Sinkronisasi perencanaan. penganggaran. pelaksanaan. dan pertanggungja) aban
APBD.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap emandirian Fiskal

» ontribusi PAD dalam meningkatkan kapasitas /iskal daerah.

» Optimalisasi sumber-sumber PAD melalui pajak daerah. retribusi daerah. hasil
pengelolaan kekayaan daerah. dan lain-lain pendapatan yang sah.

» eterkaitan PAD dengan Penyusunan L PD

= Pengaruh capaian PAD terhadap kualitas dan akurasi laporan keuangan daerah.

* Penyajian pendapatan daerah dalam komponen L PD sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

Strategi Optimalisasi PAD

» Penguatan sistem pemungutan dan penga) asan pendapatan daerah.

» Peman/aatan digitalisasi dan ino1asi pelayanan pajak serta retribusi daerah.

» Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah pengelola pendapatan.

Akuntabilitas dan - ransparansi Pengelolaan PAD

» Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
daerah.

= Penguatan pengendalian internal untuk meminimalisir potensi kebocoran PAD.

Permasalahan dan - antangan dalam Pengelolaan PAD

= endala administrasi. regulasi. dan 1aliditas data pendapatan daerah.

» Upaya penyelesaian dan strategi peningkatan e/ektilitas pengelolaan PAD.

Peran DPRD dalam Penga) asan euangan Daerah

* Fungsi penga) asan DPRD terhadap pengelolaan PAD dan penyusunan L PD.

» , endorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang e/ekti/. efisien. dan

berorientasi pada pelayanan publik.



g. Peningkatan ualitas L PD melalui Sinergi ebijakan
= Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah. perangkat daerah. dan DPRD
dalam penyusunan laporan keuangan.
» Upaya mempertahankan dan meningkatkan opini Badan Pemeriksa euangan (BP )
atas L PD.
, elalui pembahasan materi ini diharapkan peserta dapat memahami pentingnya sinergi
kebijakan keuangan daerah dengan optimalisasi PAD dalam mendukung penyusunan L PD
yang transparan. akuntabel. dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
omunikasi Publik dan , edia ( andling
, ateri pembahasan dalam kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam
membangun komunikasi publik yang e/ekti/ serta memahami strategi penanganan media
(media handling) secara pro/esional. meliputi9
a. onsep Dasar omunikasi Publik
» Pengertian dan /ungsi komunikasi publik dalam pemerintahan dan kelembagaan.
» Pentingnya komunikasi yang in/ormati/. transparan. dan membangun kepercayaan
masyarakat.
b. Strategi omunikasi yang E/ekti/
= -eknik menyampaikan in/ormasi secara jelas. sistematis. dan mudah dipahami
publik.
= Penyusunan pesan komunikasi yang tepat sasaran dan berorientasi pelayanan
publik.
c. Peran, edia, assa dan, edia Digital
* Peman/aatan media cetak. elektronik. dan media sosial sebagai sarana penyampaian
informasi.

= , embangun hubungan yang baik dengan insan pers dan media.



d. , edia( andling dan, anajemen 2/ormasi
= -eknik menghadapi ) a) ancara. kon/erensi pers. dan penyampaian pernyataan
resmi.
» Pengelolaan informasi publik agar tetap akurat. cepat. dan tidak menimbulkan
kesalahpahaman.
e. Etika omunikasi dan ehumasan
* Penerapan etika komunikasi dalam interaksi dengan masyarakat dan media.
= , enjaga citra dan kredibilitas lembaga melalui komunikasi yang pro/esional.
/., anajemen risis omunikasi
= Strategi menghadapi isu. kritik. dan pemberitaan negati/.
* Langkah-langkah penanganan krisis komunikasi secara cepat. tepat. dan terukur.
g. Public Speaking dan - eknik Penyampaian Pesan
» Peningkatan kemampuan berbicara di depan publik.
» -eknik membangun kepercayaan diri. penguasaan materi. dan bahasa tubuh yang
e/ekti/.
h. Optimalisasi, edia Sosial dalam omunikasi Publik
*= Peman/aatan plat/orm digital untuk memperluas jangkauan informasi publik.
= Strategi menciptakan konten yang edukati/. informati/. dan responsi/ terhadap
masyarakat.
, elalui pembahasan materi ini diharapkan peserta mampu meningkatkan kemampuan
komunikasi publik. membangun hubungan yang baik dengan media. serta menciptakan
penyampaian in/formasi yang e/ekti/. transparan. dan bertanggung ja) ab dalam mendukung

tata kelola pemerintahan yang baik.



Penutup

Demikian Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Bimbingan - eknis dengan tema
“Sinergi  ebijakan euangan Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam
Penyusunan Raperda Laporan euangan Pemerintah Daerah” telah dilaksanakan dengan baik.
lancar. dan penuh partisipasi akti/ dari seluruh peserta.

, elalui kegiatan ini diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensi/
mengenai pentingnya sinkronisasi kebijakan keuangan daerah. penguatan optimalisasi PAD.
serta penyusunan Raperda Laporan euangan Pemerintah Daerah yang akuntabel. transparan.
dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai masukan. saran. dan hasil diskusi yang telah disampaikan selama FGD menjadi
bahan yang sangat berharga dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan
daerah dan penguatan /ungsi penga) asan serta perencanaan daerah ke depan.

ami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada narasumber. pimpinan. peserta.
serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga hasil
kegiatan ini dapat ditindaklanjuti secara nyata demi ter) ujudnya pengelolaan keuangan daerah

yang e/ekti/. efisien. transparan. dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



FOTOCOPY
SERTIFIKAT
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